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MOTTO 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada 
berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. ”. (Q.S.Yusuf : 87) 
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.”. (Q.S. Al Insyirah : 8) 
”Hidup ini seperti sepeda”. 
“Agar tetap seimbang, anda harus terus bergerak”. (Albert Einsten) 
“Ada pepatah jepang yang mengatakan „ angkat layar dengan tangan anda yang 
ebih kuat‟ artinya anda harus mengejar peluang yang muncul dalam kehidupan 
dengan kemampuan anda yang paling anda kuasai”. (Soichiro Honda) 
“Terbentur, Terbentur, Terbentur dan Terbentuk”. ( Tan Malaka) 
“Semua manusia terlahir mempunyai tujuan hidup masing-masing, tergantung 
anda akan memilih jalan yang mana untuk mencapai tujuan hidup”. ( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 Nama Saputro, Alfi Arif, NPM 2115500007, 2020. Implementasi Perpres 
no.63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pangan Secara Non Tunai Untuk 
meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang Tahun 2018. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. 
Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M,Si dan Pembimbing II : Dra. Erny 
Rosyanti. M,Si. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
perpres no 63 tahun 2017 tentang bantuan pangan secara non tunai untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikecamatan taman kabupaten 
pemalang tahun 2018 dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi 
dari implementasi perpres no 63 tahun 2017 tentang bantuan pangan secara non 
tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikecamatan taman 
kabupaten pemalang tahun 2018. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusa mendeskripsikan secara jelas tentang  
implementasi perpres no 63 tahun 2017 tentang bantuan pangan secara non tunai 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikecamatan taman kabupaten 
pemalang tahun 2018. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori implementasi menurut George Edward III (1980:10). 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi perpres no 63 tahun 
2017 tentang bantuan pangan secara non tunai untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dikecamatan taman kabupaten pemalang tahun 2018 berjalan 
dengan baik dan lancar. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses 
implementasi bantuan pangan non tunai yaitu sebagai berikut : a. Komunikasi 
kepada masyarakat khususnya pada lansia yang masih awam dengan bantuan 
pangan non tunai; b. Adanya ketidaktepatan sasaran pada penerima bantuan 
pangan non tunai tersebut. 
Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan pangan non Tunai, Kesejahteraan 
masyarakat.  
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 Abstract 
            Name Saputro, Alfi Arif, NPM 2115500007, 2020. Presidential 
implementation No. 63 year 2017 about food aid for Non-cash to improve the 
welfare of villagers in District Garden District Pemalang year 2018. Thesis, 
Government Science University Pancasakti Tegal. 
Supervisor I: Drs. Djoko Suyono. M, Si and mentor II: Dra. A. M, Si. 
This research aims to know how the implementation of the Presidential 
Decree No 63 of 2017 about food aid in the non-cash to improve the welfare of 
villagers in the District garden Pemalang year 2018 and also to know Barriers and 
solutions of the implementation of the Presidential Decree No 63 of 2017 about 
food aid in the non-cash to improve the welfare of the village community in the 
District Garden Pemalang year 2018. 
The type of research used is a type of qualitative descriptive research, 
which is the type of research that USA describes clearly about the implementation 
of the Regulation No 63 of 2017 about food aid in a non-cash to increase Village 
community Welfare in district of 2018 Pemalang. The theory used in this study 
was the implementation theory according to George Edward III (1980:10). 
The results illustrate that the implementation of the Regulation No 63 of 
2017 about food aid in the non-cash to improve the welfare of villagers in the 
District garden Pemalang year 2018 goes well and smoothly. But there are still 
some obstacles in the process of implementation of non-cash food aid as follows: 
A. Communication to the community, especially in elderly people with the aid of 
non-cash food; B. Inaccuracy of the target in the recipient of the non-cash food 
aid. 
Keywords: Implementation, non-cash food aid Program, community welfare. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1.Latar Belakang Penelitian 
Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 
sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 
juga tidak mampu  memanfaat kantenaga mental maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara 
berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan 
berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan 
berkembangnya perdagangan keseluruh dunia, dan ditetapkan nya taraf kehidupan 
tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah 
sosial. sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau 
miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan 
kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Pada 
masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena 
sikap membenci kemiskinan. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang 
makan, pakaian atau perumahan. Tetapi karena harta miliknya dianggap tidak 
cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat dikota-kota 
besar indonesia, seperti jakarta, seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki 
radio, televisi atau mobil. Sehingga lama kelamaan benda-benda sekunder 
tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah 
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dia miskin atau kaya. Dengan demikian persoalannya mungkin menjadi lain yaitu 
tidak adanya pembagian kekayaan yang merata. 
Hal ini turut dalam arus urbanisasi, urbanisasi adalah perpindahan 
penduduk dari desa kekota. Urbanisasi dapat menjadi masalah yang cukup serius 
bagi kita apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan memfasilitasi para kaum 
urban yang datang kekota dengan jumlah yang semakin meningkat setiap 
tahunnya. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dan kota akan 
menimbulkan berbagai permasalahan dikehidupan sosial kemasyarakatan. 
Hasil penelitian Harahap (2013) menunjukkan urbanisasi merupakan hasil 
dari pembangunan perkotaan dan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi 
dinamika kota, terutama berhubungan dengan kemampuan kota dinamika kota, 
terutama berhubungan dengan kemampuan kota sebagai daya tarik bagi orang 
yang bekerja dan hidup.  
Tjiptoherijanto (1999) menyatakan bahwa secara umum urbanisasi 
diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan, namun 
pengertian ini tidak selalu benar merujuk pada kondisi kontekstual. Urbanisasi 
yang sesungguhnya ialah proporsi penduduk yang tinggal diperkotaan (urban 
area). Perkotaan (urban area) tidak sama dengan kota (city). Yang dimaksud 
dengan perkotaan (urban) adalah daerah atau wilayah yang memenuhi tiga 
persyaratan yaitu kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per km persegi, 
jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25% atau kurang, 
dan memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. 
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Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, 
khususnya diindonesia yang merupakan Negara berkembang, kemiskinan telah 
membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai 
kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi dan masalah lainnya menjurus ke 
kekerasan dan tindak kejahatan lainnya. Kemiskinan terjadi dalam satu negara 
memang dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini 
kemiskinan membuat msayarakat indonesia mengalami kesusahan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya.  Kepedulian pemerintah secara khusus 
dituangkan dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 
2016 tentang Bantuan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada pasal 1 ayat 
1 sebagai berikut: 
“Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan 
dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk 
kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga 
Negara. “ 
Sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2017 “ Penyaluran 
Bantuan Sosial secara non tunai” pasal 1 ayat 1 berbunyi :  
“Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran 
keluarga penerima manfaat ( KPM ) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan 
pangan, memberikan nutrisi yang seimbang kepada keluarga penerima manfaat 
(KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan 
bagi keluarga penerima manfaat ( KPM ), memberikan lebih banyak pilihan dan 
kendali kepada keluarga penerima manfaat ( KPM ) dalam memenuhi kebutuhan 
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Pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goal/ SDGs). Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non 
Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk 
dengan Kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan. Besaran 
Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan.  
Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan 
sosial serta mendorong keuangan inklusif. Dari program sebelum nya yaitu rastra / 
beras sejahtera, Rastra merupakan beras yang disubsidi pemerintah untuk 
masyarakat berekonomi rendah. Beras ini dijual pada harga relatif murah dan 
mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram. Namun pada program rastra 
tersebut banyak sekali permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, melihat 
dari permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah merubah program 
tersebut menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mendukung pelaksanaan 
program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI 
Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 
Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban 
pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan 
gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan 
waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang 
berkelanjutan.Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan 
sosial sebesar Rp.110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannnya melalui Kartu 
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Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat 
membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan 
lainlain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Program BPNT 
pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara 
serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 
kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan 
menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total 
bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Pelaksanaan program BPNT mulai 
dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial 
pada tahap I, sebesar 17.572 peserta. Kemudian, jumlah penerima bantuan sosial 
mengalami kenaikan pada tahap II 5 hingga tahap IV yaitu sebesar 17.634 peserta. 
Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat 
bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar 
menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS 
elektronik tersebut, terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompet 
elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial 
untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih 
tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan 
secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan 
berikutnya. warga didesa kedungbanjar yang terdiri dari 5 dusun , telah merasakan 
program dari pemerintah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi beban 
masyarakat kurang mampu/masyarakat miskin, ada sekitar 262 kepala keluarga 
terdiri dari 5 dusun di desa kedungbanjar yang telah menerima program tersebut, 
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selanjutnya didesa jebed utara ada sekitar 292 kepala keluarga yang menerima 
bantuan tersebut, kemudian desa jebed selatan jumlah kepala keluarga yang 
menerima bantuan ada sekitar 434 kepala keluarga, namun walaupun program 
tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat tetapi masih banyak 
warga yang tidak menerima bantuan tersebut, ini menunjukkan bahwa 
implementasi program BPNT belum tepat sasaran, masih banyak permasalahan 
mengenai implementasi pembagian program pemerintah BPNT belum tepat 
sasaran, dalam arti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan 
tersebut (masyarakat miskin). Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang 
serta masalah-masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti masalah dengan 
menggangkat judul IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2017 
TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK 
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI 
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 
I.2. Rumusan Masalah  
Menurut Sutrisno Hadi ( 1973 : 3 ) “ Masalah adalah kejadian yang 
menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa” 
Menurut Pariata Westra ( 1981 : 263 ) bahwa “ Suatu masalah yang terjadi apabila 
seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk 
mencapai tujuan itu hingga berhasil.” 
Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana adanya 
ketidakadilan kehendak dan kenyataan. Masalah dapat di definisikan sebagai 
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suatu kesulitan yang perlu mendapat pemecahan sehingga manusia tergerak untuk 
memecahkannya. 
Berdasarkan pengertian masalah tersebut diatas, peneliti mengajukan beberapa 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakahimplementasi perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran 
Bantuan PanganNon Tunai di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalangpada 
tahun 2018 ? 
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat serta solusi dalam 
implementasi perpres nomor 63 tahun 2017 di Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang tahun 2018? 
I.3. Tujuan Penelitian 
a.  Ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi perpres nomor 63 
tahun 2017 di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018. 
b.  Ingin mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
implementasi perpres nomor 63 tahun 2017 di Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang. 
 
I.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a.  Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sumbangan referensi ilmu pemerintahan khususnya mengenai 
implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 
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2. Manfaat Praktis 
a) Bagi aparatur desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
pedoman memahami implementasi program Bantuan Pangan Non 
Tunai. 
b) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
pengetahuan dan wawasan dibidang pemerintahan serta sebagai 
penerapan teori yang dilanjutkan dalam praktek penulisan karya 
ilmiah (skripsi) 
c)   Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
edukasi tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai 
untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II. 1 Kerangka Teori 
 Kerangka teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber 
untuk memecahkan masalah. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan 
mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Teori menurut 
Sugiyono (2015 : 81 ) adalah suatu konseptualisasi yang umum dan diperoleh 
melalui jalan yang sistematis serta dapat diuji kebenarannya. Menurut Ridwan 
(2010 : 30) landasan teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan serta penyusunan 
instrumen penelitian. Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti ajukan 
beberapa teori sebagai berikut  : 
II.1.1  Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 
sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan. 
 Dalam hal ini penelitian winria pitapurwati, pada bulan februari tahun 
2014 tentang pelaksanaan penyaluran raskin di kecamatan sumarorong kabupaten 
mamasa. Tipe penelitan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data 
diperoleh dari data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan 
seorang informan, dan data sekunder yang diperoleh dari arsip-arsip dan 
dokumen-dokumen kantor desa. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa peran 
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dinas sosial sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya 
penanggulangan kemiskinan masih sangat kurang dimana SDM ( sumber daya 
manusia ) masih sangat terbatas. Faktor pendukungnya adalah inisiatif-inisiatif 
setiap individu. 
Sedangkan penelitian berikutnya terkait penelitian judul ini adalah : faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi program BPNT tahun 2018 untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kecamatan taman kabupaten 
pemalang tahun 2018(studi kasus dikantor balaidaesa kedungbanjar, balaidesa 
jebed selatan, dan jebed utara) oleh Alfi arif saputro. Hasil penelitian ini 
menjelaskan agar implementasi program BPNT dapat mewujudkan cita-cita 
seperti yang diingin kan bangsa indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan 
seluruh elemen bangsa secara proporsional. Di era globalisasi sekarang ini 
fenomena kesejahteraan masyarakat dihadapkan pada permasalahan yang semakin 
kompleks, maka dari itu untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan pancasila undang-undang dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah 
dalam pelaksanaanya. Salah satu yang sangat menarik untuk diteliti adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi program BPNT tahun 2018 untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis program BPNT tahun 2018 dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kecamatan taman. Dan masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dikecamatan taman, dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu : 1) Implementasi 
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program BPNT, 2) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3) masalah-
masalah yang di hadapi dalam implementasi program BPNT untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa kecamatan taman. Sedangkan yang dihadapi dalam 
implementasi program BPNT meliputi : kendalainternal dan eksternal. Dari hasil 
penelitian dapat di simpulkan bahwa data masyarakat yang akan menerima 
bantuan mempengaruhi implementasi program BPNT tahun 2018 untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan taman. 
II.1.2 Implementasi 
 Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
(dalam Wahab, 2004:65) menjelaskan bahwa : 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian” 
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi 
kebijakan sebagai : 
“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.” 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 
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suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai 
pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dimana 
mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil 
(output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya 
tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang 
diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut : 
“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah 
ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang 
kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” 
Perlu di catat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 
sangat penting, dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini 
proses kebijakan secara keseluruhan  dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau 
tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji (1981) 
dengan mengatakan bahwa : 
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh 
lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan 
sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan” 
Beberapa model studi implementasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli: 
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a. Menurut model Merilee S. Grindle dalam Implementasi as A Political and 
Administrative ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari 
proces pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang 
ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan 
implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu : 
1.  Dilihat dari Prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 
kebijakannya. 
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 
faktor, yaitu : 
a.  Impak atau Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 
perubahan yang terjadi. 
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan pubik, juga menurut Grindle, amat 
ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas 
Content of Policy seperti : kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe 
manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, 
pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakandan Context of  Policy 
(1980:5) seperti : kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor 
yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, karakteristik 
lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 
pelaksana. 
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b. Model proses implementasi. Van Mater dan Van Horn (1975:4) mengatakan 
bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikendaki 
relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang 
mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi. Hal ini bahwa jalan yang 
menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah 
variable (variable bebas), yaitu : (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, 
(3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan para pelaksana, (5) 
komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. (6) Lingkungan Ekonomi, 
Sosial, dan Politik. 
c. Model proses implementasi yang di kembangkan oleh George Edwards III 
(1980). Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah 
pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, 
menurut George Edward mengungkapkan empat faktor dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu : 
a) Komunikasi 
Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 
kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas 
apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan 
baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 
ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. 
Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 
konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para 
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pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. 
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel 
komunikasi tersebut, yaitu : 
a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 
suatu implementasi yang baik pula. 
b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 
(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 
ambigu/mendua). 
c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 
haruslah konsisten dan jelas ( untuk diterapkan dan dijalankan). Karena 
jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
b) Sumberdaya 
Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, 
baik sumberdaya manusia maupun finansial. Sumberdaya manusia adalah 
kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi 
seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal 
investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam 
implementasi program/kebijakan pemerintah. 
Indikator sumberdaya terdiri dari elemen-elemen yaitu : 
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a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 
satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mecukupi, memaai, 
ataupun tidak kompeten dibidangnya. 
b. Informasi, pertama informasi yang berhubungan dengan cara 
melaksanakan kebijakan, kedua informasi mengenai data kepatuhan 
dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 
telah ditetapkan. 
c. Wewenang, padda umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 
ditetapkan secara politik. 
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang 
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukug (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut 
tidak akan berhasil. 
c) Disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam 
pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 
kebiajakan ingin efektif, maka para pelaksana kebiajakan tidak hanya harus 
mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan 
untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi 
juga menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor 
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kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah 
kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap yang demokratis akan meningkatkan 
kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran, 
sikap ini akan menurunkan resistensi dari masayarakat dan menumbuhkan rasa 
percaya dan kepedulian kelompok terhadap implementor dan program/kebijakan. 
Indikator variabel disposisi : 
a. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang digunakan oleh pejabat-pejabat tinggi.  
b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan 
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh 
para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana 
kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu. 
d) Struktur birokrasi, yaitu aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting : 
a. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar 
operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline 
program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang 
jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun 
karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. 
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b. Struktur organisasi/pelaksana fragmentasi adalah upaya penyebaran 
tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai 
diantara beberapa unit kerja. pelaksana pun sejauh mungkin 
menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek 
Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama 
lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses 
implementasi. 
Gambar 1.1 George Edward III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
 Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi 
Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik 
Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta 
mendorong inklasi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai 
dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di 
Communication 
Resources 
Bureaucratic 
Structure 
Dispositions 
Implementation 
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Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan 
pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui 
sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif 
masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset 
melalui kesempatan menabung.  
 Selain itu program BPNT merupakan upaya pemerintah untuk membantu 
mengurangi beban pengeluaran produk miskin. Melaui program tersebut yang 
dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola 
pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun 
non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 
adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin. Koutsoyianis (1975) berpendapat 
subsidi bahan pangan kepada penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan 
penerima subsidi.  
 Program ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran 
rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah 
tangga penerima bantuan pangan dalam memnuhi kebutuhan pangan. Selain itu 
juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. 
Adapun penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) : 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi 
untuk masing-masing anggota keluarga. 
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2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah,bambu, kayu 
berkualitas rendah. 
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, 
kayu berkualitas rendah. 
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama 
dengan keluarga lain. 
5. Sumber air minum/memasak berasal dari sumur/ mata air tak 
terlindung, air sungai, danau, air hujan. 
6. Sumber penerangan rumah bukan listrik. 
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, 
arang, atau minyak tanah. 
8. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging,susu atau 
sekali dalam seminggu. 
9. Dalam setahun paling tidak  hanya mampu membeli pakaian baru 
satu stel.  
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali. 
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas 
atau poliklinik 
12. Pekerjaan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 
setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang 
becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan 
maksimal Rp.600 ribu perbulan. 
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13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga 
bersangkutan tidak lebih dari SD. 
14. Tidak memiliki harta senilai Rp.500 ribu seperti tabungan perhiasan 
emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non kredit), tanah, 
atau barang lainnya. 
Transformasi Bantuan Pangan 
( Dari Subsidi menjadi Bansos ) 
Tabel 1.1 
 2016         2017                                          2018 
 
    
 
 
Besaran Manfaat  Bantuan Sosial Pangan 
Tabel 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBSIDI 
RASTRA 
15,5 
JUTA 
SUBSIDI 
RASTRA 14,3 
JUTA 
 
BPNT  
1,2 JUTA BPNT 
BANSOS 
RASTRA 
Bansos Rastra BPNT 
 Rp110.000/KPM/bulan 
 Tidak dapat diambil 
tunai dan hanya dapat 
ditukarkan dengan beras 
dan/ atau telur sesuai 
keinginan. 
 Bantuan dapat disisakan 
didalam rekening 
Bantuan Pangan untuk 
digunakan lagi sebelum 
penyaluran bulan 
berikutnya. 
 Bantuan sosial diberikan 
dalam bentuk  beras 
berkualitas medium 
sejumlah 10 kg per KPM 
per bulan 
 KPM menerima Bansos 
Rastra tanpa dikenakan 
harga/ biaya tebus. 
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Kelembagaan Program Bantuan Sosial Pangan 
Tabel 1.3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
II.1.4 Kesejahteraan Masyarakat 
 Kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup 
layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi 
sosial , jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No.11 
Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal bersifat subjektif, 
sehingga setiap keluarga atau individu didalamnya yang memiliki pedoman, 
tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang 
Bansos Rastra BPNT 
Dikelola dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial 
Pangan di setiap tingkatan wilayah 
Ditingkat pusat dikendalikan 
oleh Tim Pengendali 
Pelaksanaan Penyaluran 
Bantuan Sosial Secara Non 
Tunai       Perpres No.63/2017 
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faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh 
Nuryani 2007). 
Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi 
dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat 
dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. 13 Status kesejahteraan dapat diukur 
berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga 
dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi 14 Pendapat lain tentang 
kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991) : 
(“Social welfare is the organized system of social services and institutions, 
designed to aid individuals and grous to attain satisfying standards of life and 
health, and personal and social relationships which permit them to develop their 
full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their 
families and the community”) Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu 
sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, 
yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai 
standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan 
dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan 
dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga 
maupun masyarakat.  
 Teori kesejahteraan secara umum dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, 
yaitu :  
1. Classical utillitarian,/ utilitarian klasik 
2. Neoclassical welfare theory,/ teori neoklasik kesejahteraan 
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3. New contractarian approach / pendekatan kontraktarian baru (Albert dan 
Hahnel dalam Darussalam 2005:77) 
Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat  disimpulkan bahwa tingkat 
kesejahteraan masyarakat seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan 
(utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna 
mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu 
perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya 
yang tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya memiliki 
banyakindicator keberhasilanyang dapat diukur. 
 Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan 
masyarakat menengah kebawah dapat di representasikan dari tingkat hidup 
masyarakat ditanyai oleh : 
1. Terentaskannya kemiskinan, 
2. Tingkat kesehatan yang lebih baik, 
3. Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 
4. Peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuannya itu merupakan 
cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan 
menengah kebawah. 
Terdapat beberapa jenis-jenis program kesejahteraan. Program 
kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan adalah bentuk finansiald dan non 
finansial yang bersifat ekonomis serta pemberian fasilitas dan pelayanan. 
Pemberian program kesejahteraan harus berazaskan keadilan dan kelayakan, 
berpedoman pada peraturan legal pemerintah dan berdasarkan pada kemampuan 
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organisasi. Hal ini penting agar kesejahteraan yang pernah diberikan organisasi 
tidak ditiadakan karena akan mengakibatkan karyawan malas, disiplin yang 
merosot bahkan turnover meningkat.   
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 
masyarakat adalahsuatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani 
dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. 13 Status 
kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga 
(Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi 
14 Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander 
dalam Sukoco (1991) :Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem 
yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang 
bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai 
standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan 
dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan 
dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga 
maupun masyarakat. 
 Menurut undang-undang no.11 tahun 2009 yang menjadi acuan 
kesejahteraan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Biro Pusat 
Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan 
rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, 
antara lain adalah :  
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1. Tingkat pendapatan keluarga; 
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 
pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 
3. Tingkat pendidikan keluarga; 
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan; 
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. 
II.1.5   Implementasi perpres no.63/2017 untuk meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat 
Perpres no.63 tahun 2017 merupakan program pemerintah untuk 
membantu mengurangi beban pengeluaran produk miskin. Melaui program 
tersebut yang dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam 
perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi 
pangan maupun non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin. Koutsoyianis 
(1975) berpedapat subsidi bahan pangan kepada penduduk miskin akan 
meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi.  
Program ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah 
tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan 
rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga 
penerima bantuan pangan dalam memnuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga 
untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Dalam perpres 
63/2017 ditegaskan, penyaluran bansos secara nontunai dilaksanakan terhadap 
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bansos yang berdasarkan penetapan pemberi bansos.  “ Penyaluran Bansos secara 
non tunai sebagai mana dimaksud merupakan bansos yang diberikan dalam 
rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan 
dasar”,bunyi pasal 2 ayat 2 pepres 63/2017. Penyaluran bansos secara nontunai 
dilaksanakan oleh pemberi bansos melalui bank penyalur ke rekening atas nama 
penerima bansos. Bank penyalur sebagaimana dimaksud adalah Bank Umum 
Milik Negara (BUMN). “rekening atas nama penerima bansos sebagaimana 
dimaksud dapat diakses melalui kartu kombo ( instrumen pembayaran yang 
memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media 
penyaluran berbagai bansos, termasuk kartu keluarga sejahtera” bunyi pasal 3 ayat 
(4) perpres 63/2017. Sementara itu, besaran manfaat, jumlah penerima, dan lokasi 
bansos dari setiap penyaluran bansos ditetapkan oleh pemberi bansos 
berkoordinasi dengan kementrian/ lembaga. Mekanisme penyaluran bansos yang 
diatur dalam perpres ini dikecualikan bagi penyandang disabilitas berat, lansia 
terlantar non-potensial, eks penderita penyakit kronis, non-potensial, komunitas 
adat terpencil, dan/ daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung 
penyaluran bantuan secara nontunai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran 
bansos secara non tunai, menurut perpres ini, diatur dengan peraturan menteri 
yang memiliki program bansos. 
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II.2 Definisi Konsepsional 
Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31) 
mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang perlu 
diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris”  
 Definisi Konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abtraksi 
hal-hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penelaahan dan 
penjernihan masalah-masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitia.  
 Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu 
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan 
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.  
 Definisi konsepsional yang peneliti ajukan sebagai berikut :  
1.Implementasi adalahSuatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai adalahProgram yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, 
ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong inklusif.  
3. Kesejateraan masyarakatadalahSuatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani 
dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat 
hidup sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan tugas 
fungsi sosialnya, serta terpenuhinya kebutuhan material, spiritual. 
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II.3 Pokok-pokok Penelitian 
Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-
konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi  
petunjuk  bagaimana  suatu  variabel  yang  diteliti  itu dapat diukur dengan 
indikator-indikatornya. 
Adapun pokok-pokok penelitian yang peneliti ajukan sebagai berikut: 
1. Implementasi dengan indikator: 
    a. Komunikasi 
    b. Sumber Daya 
    c. Disposisi / sikap 
    d. Struktur Birokrasi 
            2. Program Bantuan Pangan non Tunai dengan indikator : 
     a. Ketepatan sasaran 
                b. Memenuhi kebutuhan pangan 
     c. Mengurangi beban KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ) 
            3. Kesejahteraan Masyarakatdengan indikator : 
                a. Peningkatan produktivitas masyarakat 
    b. Proporsi pengeluaran rumah tangga 
    c. Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
    d. Peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah  kebawah. 
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II.4 Alur Pikir Penelitian 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alur pikir yang dijelaskan 
melalui bagan ini :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Permen no 25 th 2016 ttg 
Bantuan sarana usaha 
melalui elektronik 
warung 
Perpres No.63/2017 
tentang Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) 
Pemerintah Pusat 
Pemerintah Provinsi  
Implementasi Program 
BPNT 
Pemerintah daerah/ 
pemkot/kab  
Masyarakat yang 
menerima Bantuan  
Pemerintah desa 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Menurut Ali, (1995:1028) Metode adalah suatu yang teratur dan terpikir baik – 
baik untuk mencapai tujuan atau tatcara yang tersistem untuk memudahkan 
pelaksana suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakn suatu 
proses dan sesuai rangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis guna 
mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu. 
Adapun Ndraha, (1997) menyatakan metode penelitian adalah metodologi yang 
digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Mengingat terdapat aneka 
ragam sasaran kajian dan masalah peneliotian, metode sebagai jalan, alat, cara dan 
pendekatanya pun bermacam – macam. Jadi pada dasarnya metode penelitian 
adalah suatu ilmu tentang metode – metode ilmiah sebagai cara kerja yang 
digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 
menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. 
III.1.  Jenis dan Tipe Penelitian 
Menurut Sugiono (2006;4), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat 
eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, 
Sugiono (2006;11) mengelompokkan penelitian menjadi: 
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan 
suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu 
dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci 
atau untuk mengembangkan hipotesis. 
31 
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b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. Sugiono, 
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk  mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel 
yang lain. 
c.Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan. 
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel atau lebih. 
  Berdasarkan ke empat type penelitian diatas, type penelitian yang 
digunakan peneliti adalah type penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin 
mendeskripsikan tentang Implementasi Perpres No.63 Tahun 2017 Tentang 
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018. 
III.2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa instrumen penelitian yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui 
wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti di Desa Kedungbanjar, Desa Jebed Selatan, Jebed Utara. 
33 
 
 
 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh  secara tidak langsung langsung. Data 
ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur-
brosur dan data-data lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar 
maupun media massa yang lain. 
III.3. Informan Penelitian 
Menurut Moleong  ( 2001 : 91 ) Informan adalah orang dalam pada latar 
penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai 
banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela 
menjadi tim penelitian walaupun hanya berisfat informal. 
Sebagai anggota informan dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaanya ia 
dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, 
bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Penelitian ini, menggunakan beberapa sumber informasi / pemilihan informan 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 
bertindak sebagai informan berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Kedungbanjar, Kepala Desa Jebed Selatan, Kepala Desa Jebed 
Utara, 3 orang 
b. Perangkat Desa Kedungbanjar, Perangkat Desa Jebed Selatan, Perangkat Desa 
Jebed Utara, 3 orang 
c. Masyarakat Desa Kedungbanjar, Masyarakat Desa Jebed Selatan,  Masyarakat 
Desa Jebed Utara, 3 orang 
d. Tokoh masyarakat, 3 orang 
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e.  Jumlah Informan 12 orang 
III.4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 
keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan 
data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 
Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data 
diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber 
tidak langsung (data sekunder). 
Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan 
penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan 
sebagainya. 
Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data.  Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar 
cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara. .Teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 
a. Metode Observasi adalahSuatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan aspek terpenting, 
antaranya proses pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan apabila 
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 
dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.Sutrisnohadi (1986) dalam 
buku Metode Penelitian Administrasi (Sugiyono, 2006:166) 
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Dalam penelitian ini digunakan metode observasi non partisipan, dimana 
peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti meneliti bagaimana Implementasi 
program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa di  Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
b. Metode Interview (Wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 
dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 
hal-hal dari responden yang lebih mendalam.  
Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh 
informasi dari Kepala Desa Kedungbanjar, Kepala Desa Jebed Selatan, Kepala 
Desa Jebed Utara, Perangkat Desa Kedungbanjar, Perangkat Desa Jebed Selatan, 
Perangkat Desa Jebed Utara, Masyarakat Desa Kedungbanjar, Masyarakat Desa 
Jebed Selatan, Masyarakat Desa Jebed Utara, Tokoh Masyarakat. Wawancara 
juga dilakukan untuk memperoleh data tertentu sebagai pelengkap data kuesioner. 
c.Studi Kepustakaanadalah usaha untuk pengumpulan data yang merupakan studi 
kepustakaan dengan cara membaca literatur, majalah-majalah, atau surat kabar 
yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti. 
Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang 
utama, yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan teknik pendukungnya 
adalah observasi dan studi kepustakaan. 
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d. Dokumentasiadalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen 
baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal-pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan 
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 
atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumen ( 
Bogdan, 240 ) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau 
wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-
foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih 
valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan 
bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu 
memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. 
III.5. Teknik Analisis Data 
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode 
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
seacara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
dalam analisis data  yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi. 
a) Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan,   pengabstrakan,   dan   transformasi   data 
kasaryang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana 
kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang 
berorientasi kualitatif berlangsung. 
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b) Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajiansebagai sekumpulan  
informasi tersusun  yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c) Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, 
seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat 
keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan Huberman ( 252) 
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh Prof 
Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
 
Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan 
(2003:56) sebagai berikut : 
Skema 1. Proses Analisis Data 
 
 
 
 
 
Matthew milles and Huberman 
Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan 
kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
 
Pengumpulan 
Data 
Penyajian Data 
Reduksi Data Kesimpulan 
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III. 6 Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini memuat kerangka teori yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, 
Implementasi, Program Bantuan Non Tunai, Kesejahteraan Masyarakat, 
Implementasi Perpres no.63/2017 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat, Kendala tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai antara 
Penerima Bantuan dengan Kepada Pemerintah, Definisi Konsepsional, Pokok-
Pokok Penelitian, Alur Pikir. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Pada bab ini memuat semua jenis dan type Penelitian, Sumber dan Jenis 
Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 
Sistematika Penulisan. 
BAB IV DESKRIPTIF WILAYAH PENELITIAN 
 Pada bab ini menjelaskan wilayah penelitian yang terdiri dari letak 
geografis, kondisi demografi, kondisi pemerintahan, kondisi sosial, ekonomi, 
kondisi kesehatan, kondisi sosial budaya dan sarana prasarana. 
BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN  
 Pada bab ini memuat hasil penerllitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan oleh peneliti selama dilapangan. 
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BAB VI PENUTUP 
 Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.  
DAFTAR PUSTAKA  
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BAB IV 
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil 
pada kantor Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
Kecamatan Taman adalah sebuah Kecamatan di KabupatenPemalang, Jawa 
Tengah, Indonesia. Kecamatan Taman terdiri dari 21desa. Kantor Kecamatan 
Taman terletak di jl.Dr.Cipto mangunkusumo, Kecamatan Taman, Kabupaten 
Pemalang (52361) Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Taman dipimpin oleh 
Drs.Bpm Triwibowo.S,IP dengan Sekretaris Waluyo S, STP, MP. 
Visi dan misi Kecamatan Taman mengikuti visi misi Kabupaten Pemalang. 
a. Visi 
Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, 
berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten 
Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).  
b.  Misi 
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin 
2. Mieningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata 
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang 
kesehatan, pendidikan dan ekonomi 
4. Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin 
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5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara 
berkesinambungan 
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan 
berjiwa pelayanan prima 
7. Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan 
dan potensi lokal 
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi 
daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi 
9. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum 
yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum 
10. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka 
saling menghormati dengan semangat kekeluargaan. 
IV.1. Profil Kecamatan Taman 
Secara Geografis, Kecamatan Taman merupakan salah satu dari 14 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, terdiri dari 21 desa, 105 dusun, 176 
RW dan 790 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 188.767 jiwa yang terdiri 
dari laki – laki sebanyak 96.209 jiwa dan perempuan sebanyak 92.558 Dan  
mempunyai luas wilayah 67.41 Km² terletak pada ketinggian antara 10 – 15 m 
diatas permukaan laut dan suhu mencapai 30⁰C. Luas lahan tersebut sebagian 
besar digunakan untuk lahan pertanian. 
 
Adapunbatas - batas wilayah Kecamatan Taman antara lain: 
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Sebeah Utara    : - 
Sebelah Timur : Kabupaten Petarukan 
Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarbolang 
Sebelah Barat  : Kecamatan Pemalang 
Sedangkan untuk jarak ibukota Kecamatan Taman dengan Kabupaten 
Pemalang kurang lebih 24 Km. 
Gambar: IV.01 
Peta Administratif Kabupaten Pemalang 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
( Sumber: sejarah-negara.com ) 
Kondisi topografi wilayah Taman terdiri dari daerah dataran dengan 
ketinggian rata-rata 10 – 15 meter diatas permukaan air laut. Pemanfaatan tanah 
sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-
sayuran. Namun sekarang semakin berkembangnya zaman semakin banyak 
bangunan – bangunan yang didirikan yang digunakan untuk perumahan / gedung 
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pekarangan, pertokoan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial 
kemasyarakatan. 
Tabel: IV.01 
Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Taman 
Tahun 2018 
 
NO 
Desa/ Kelurahan Sawah (Ha) Bukan Sawah Jumlah % 
1 2 3 4 5 
1 Penggarit 412.98 835.64 124.862 14.5 
2 Pener 224.96 47.59 272.55 3.17 
3 Gondang 140.00 47.08 187.08 2.18 
4 Jrakah 238.74 57.20 295.94 3.44 
5 Sokawangi 188.32 73.60 261.92 3.05 
6 Kejambon 82.15 34.04 116.19 1.35 
7 Jebed Selatan  128.02 70.84 198.86 2.31 
8 Jebed Utara 126.02 53.85 179.87 2.09 
9 Cibelok 181.38 148.26 329.64 3.83 
10 Kaligelang 134.41 76.19 210.06 2.36 
11 Banjaran 72.94 47.75 120.69 1.4 
12 Banjardawa  170.96 49.14 220.10 2.56 
13 Sitemu  131.24 35.85 167.09 1.94 
14 Pedurungan  227.91 125.36 353.27 4.11 
15 Taman 178.63 83.28 261.91 3.05 
16 Wanarejaan 160.47 48.30 208.77 2.43 
17 Wanarean utara 152.47 56.18 208.65 2.43 
18 Beji 243.46 91.66 335.12 3.9 
19 Kabunan 417.90 156.80 574.70 6.68 
20 Asemdoyong 420.10 180.90 601.00 6.99 
21 Kedungbanjar 345.83 43.07 388.90 4.52 
 Jumlah  4.244.48 2.362.58 8.598.56 100 
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( Sumber: Kec.Taman Dalam Angka 2018 ) 
Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah keseluruhan lahan yang ada di 
wilayah Kecamatan Taman 4.244,48 Ha. Dengan luas penggunaan lahan sawah 
paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Asemdoyongdengan jumlah 420.10 
Ha dan paling sedikit dipakai oleh masyarakat desa Banjaran dengan jumlah 
72,94Ha. Lalu untuk luas penggunaan lahan bukan sawah paling banyak 
dipakaioleh masyarakat desa Penggarit dengan jumlah 835,64 Ha dan paling 
sedikit dipakai oleh masyarakat desa Kejambon dengan jumlah 34,04 Ha. 
Kemudian untuk luas penggunaan lahan sawah dan bukan sawah paling banyak 
dipakai oleh masyarakat desa Penggarit dengan jumlah 1.248,62 Ha atau setara 
dengan 14% sedangkan paling sedikit dipakai pada desa Kejambon dengan jumlah 
116,19 Haatau setara dengan 1%. 
IV.2. Kondisi Demografi  
Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan 
bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa 
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data 
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi  demografi ini 
meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut 
kelompok umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah 
penduduk menurut kewarganegaraan, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan 
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jumlah penganut agama. Berikut ini data jumlah penduduk di Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang : 
Tabel : IV.02 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Taman Tahun 2018 
Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah (%)
1 2 3 4 5
1. Penggarit 2.845 2.840 5.685 3
2. Pener 3.336 3.183 6.519 3
3. Gondang 3.336 3.216 6.552 3
4. Jrakah 4.107 3.915 8.022 4
5. Sokawangi 3.595 3.428 7.023 4
6. Kejambon 1.879 1.851 3.730 2
7. Jebed Selatan 3.365 3.325 6.690 4
8. Jebed Utara 3.974 4.012 7.986 4
9. Cibelok 5.522 5.366 10.888 6
10. Kaligelang 4.928 4.661 9.589 5
11. Banjaran 2.448 2.433 4.881 3
12. Banjardawa 3.306 3.227 6.533 3
13. Sitemu 1.982 1.801 3.783 2
14. Pedurungan 6.684 6.309 12.993 7
15. Taman 7.951 7.657 15.608 8
16. Wanarejan 5.508 5.172 10.680 6
17. Wanarejan 5.828 5.447 11.275 6
18. Beji 6.910 6.769 13.679 7
19. Kabunan 6.027 5.737 11.764 6
20.   Asemdoyong 9.104 8.739 17.843 9
21 Kedungbanjar 3.574 3.470 7.044 4
Jumlah 96.209 92.558 188.767 100
% 50,97 49,03 100
No
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
  
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga 
masyarakat di wilayah Kecamatan Taman menurut jenis kelamin per desa pada 
tahun 2018 berjumlah 188.767 jiwa. Terdiri dari laki –laki berjumlah 96.209 jiwa 
atau setara dengan 51,09% dan perempuan berjumlah 92,558 jiwa atau setara 
dengan 48,91%. Dengan masyarakat terbanyak terdapat di desa Taman berjumlah 
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15.608 jiwa atau setara dengan 12 % dan tersedikit di desa Sitemu berjumlah 
3.783 jiwa atau setara dengan 6 %. 
 
Tabel: IV.03 
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 
Kecamatan Taman Tahun 2018 
Kel. Umur Laki - Laki Perempuan Jumlah %
1 2 3 4 5
  0  -   4 7.214 6.773 13.987 7
  5  -   9 8.149 7.378 15.527 8
10 – 14 7.710 7.406 15.116 8
15   -  19 8.770 8.178 16.948 9
 20   -   24 9.531 8.865 18.396 10
 25   -   29 9.451 8.670 18.121 10
 30   -   34 8.969 8.325 17.294 9
 35   -   39 8.194 7.780 15.974 8
 40   -   44 6.417 6.521 12.938 7
  45   -   49 5.551 5.989 11.540 6
50   -  54 4.657 5.269 9.926 5
55   -  59 4.198 4.215 8.413 4
60   -  64 3.092 2.933 6.025 3
65   -  69 2.070 1.935 4.005 2
70   -  74 1.098 1.155 2.253 1
75 + 1.138 1.166 2.304 1
Jumlah 96.209 92.558 188.767 100  
 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
  
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di 
Wilayah Kecamatan Taman pada tahun 2018 terletak pada usia 20-24 tahun 
dengan jumlah keseluruhan 18.396 jiwa setara dengan 10 %. Yang terdiri dari 
laki – laki 9.531jiwa atau setara dengan 5,10 % dan perempuan sebanyak 8,865 
jiwa atau setara dengan 4,80 %. 
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Tabel : IV.04 
Jumlah Rumah Tangga dan Rata – Rata Anggotanya per 
Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah rukun tetangga di wilayah 
Kecamatan Taman pada tahun 2018 yang mencapai 188.767 dengan penduduk 
yang keseluruhan berjumlah 188.767 jiwa serta memiliki rata – rata anggota RT 
setiap rumah sebanyak 3 orang dan jumlah penduduk terbanyak dalam Rt yaitu 
terletak pada desa Asemdoyong dengan jumlah 17.843 jiwa penduduk atau setara 
Islam Protestan Katholik Hindhu Budha Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Penggarit 4.332 20 - - - 4.352
2. Pener 5.383 - - - - 5.383
3. Gondang 5.905 - - - - 5.905
4. Jrakah 6.899 - 15 - - 6.914
5. Sokawangi 5.385 53 34 - - 5.472
6. Kejambon 3.786 5 - - - 3.791
7. Jebed Selatan 5.235 42 - - - 5.277
8. Jebed Utara 6.966 56 8 - - 7.030
9. Cibelok 9.564 18 7 - - 9.589
10. Kaligelang 7.798 - 14 - - 7.812
11. Kesesirejo 4.514 17 21 - - 4.552
12. Banjardawa 5.462 - 8 - - 5.470
13. Sitemu 4.267 - - - - 4.267
14. Pedurungan 10.949 - 15 - - 10.964
15. Taman 12.861 166 114 - - 13.141
16. Wanarejan 10.876 98 130 - - 11.104
17. Wanarejan 9.864 13 57 - - 9.934
18. Beji 13.390 6 13 - - 13.409
19. Kabunan 10.583 9 11 - - 10.603
20.   Asemdoyong 14.145 - - - - 14.145
21. Kedungbanjar 6.343 - - - - 6.343
Jumlah 164.508 503 447 - - ######
%
No Desa
Penganut Agama
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dengan 9 %, dan yang paling sedikit terletak pada desa Kejambon dengan jumlah 
penduduk 3.730 jiwa atau setara dengan 2 %. 
Tabel : IV.05 
Luas dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
Desa/Kelurahan (Km²) Penduduk Penduduk/Km² %
1 2 3 4 5
1. Penggarit 12.49 5.685 455
2. Pener 2.73 6.519 2392
3. Gondang 1.87 6.552 3502
4. Jrakah 2.96 8.022 2711
5. Sokawangi 2.62 7.023 2681
6. Kejambon 1.16 3.730 3210
7. Jebed Selatan 1.99 6.690 3364
8. jebet Utara 1.8 7.986 4440
9. Cibelok 3.3 10.888 3303
10. Kaligelang 2.11 9.589 4553
11. Banjaran 1.21 2.881 4044
12. Banjardawa 2.2 6.533 2968
13. Sitemu 1.67 3.783 2264
14. Pedurungan 3.53 12.993 3678
15. Taman 2.62 15.608 5959
16. Wanarejan 2.09 10.680 5116
17. wanarejan Utara 2.09 11.275 5404
18. Beji 3.35 13.679 4082
19. Kabunan 5.75 11.764 2047
20.   Asemdoyong 6.01 17.843 2.969
21. Kedungbanjar 3.89 7.044 1811
Jumlah 67.41 188.767 70.953
No
 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Pada tabel diatas menjelaskan luas dan kepadatan penduduk di wilayah 
Kecamatan Taman pada tahun 2018, yang mana luas wilayah keseluruhan 
mencapai 67.41 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 188.767 
jiwa dan memiliki kepadatan penduduk mencapai 2.800/km2. Yang mana desa 
Taman memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dengan jumlah 5.959/km2 
atau setara dengan 10 %, dan desa Penggarit yang memiliki kepadatan penduduk 
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paling sedikit dibanding yang lain dengan jumlah 455/km2 atau setara dengan 0 
%. 
Tabel : IV.06 
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan per Desa di Kecamatan Taman 
Tahun 2018 
Desa/Kelurahan Jumlah
WNI WNA
1. Penggarit 5.685 5.685 3
2. Pener 6.519 - 6.519 3
3. Gondang 6.552 - 6.552 3
4. Jrakah 8.022 - 8.022 4
5. Sokawangi 7.023 - 7.023 4
6. Kejambon 3.730 - 3.730 2
7. Jebed Selatan 6.690 - 6.690 4
8. Jebed Utara 7.986 - 7.986 4
9. Cibelok 10.888 - 10.888 6
10. Kaligelang 9.589 - 9.589 5
11. Banjaran 4.881 - 4.881 3
12. Banjardawa 6.533 - 6.533 3
13. Sitemu 3.783 - 3.783 2
14. Pedurungan 12.993 - 12.993 7
15. Taman 15.608 - 15.608 8
16. Wanarejan Selatan 10.680 - 10.680 6
17. Wanarejan Utara 11.275 - 11.275 6
18. Beji 13.679 - 13.679 7
19. Kabunan 13.679 - 13.679 7
20.   Asemdoyong 11.764 - 11.764 6
21. Kedungbanjar 7.044 - 7.044 4
Jumlah 188.767 188.767 100
No
Kewarganegaraan
%
 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018)  
 
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan masyarakat yang ada 
diwilayah Kecamatan Taman dari berbagai desa semuanya asli warga negara 
Indonesia tanpa terkecuali dengan jumlah 188,767jiwa (100%) pada tahun 2018. 
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Tabel : IV.07 
Jumlah Kelahiran setahun Menurut Jenis Kelamin per 
Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Tabel diatas menunjukan data kelahiran pada tahun 2017 di wilayah 
Kecamatan Taman, yang keseluruhan berjumlah 2.128jiwa terdiri dari laki – laki 
1.180 jiwa atau setara dengan 51,46 %, dan perempuan berjumlah 948 jiwa atau 
setara dengan 48,54 %. 
  
Laki – Laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. Penggarit 46 25 71 3
2. Pener 58 66 124 6
3. Gondang 26 29 55 3
4. Jrakah 21 14 35 2
5. Sokawangi 26 29 55 3
6. Kejambon 14 17 31 1
7. Jebed Selatan 26 19 45 2
8. Jebed Utara 71 58 129 6
9. Cibelok 96 69 165 8
10. Kaligelang 14 11 25 1
11. Banjaran 53 39 92 4
12. Banjardawa 36 14 50 2
13. Sitemu 28 24 52 2
14. Pedurungan 93 102 195 9
15. Taman 96 62 158 7
16. Wanarejan 42 10 52 2
17. Wanarejan 61 43 104 5
18. Beji 87 71 158 7
19. Kabunan 101 109 210 10
20.   Asemdoyong 138 99 237 11
21. Kedungbanjar 47 38 85 4
Jumlah 1180 948 2.132 100
% 55,35 44,47 100
No Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk Yang Lahir
Jumlah %
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Tabel : IV.08 
Jumlah Kematian setahun Menurut Jenis Kelamin per 
Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Tabel diatas menunjukan data kematian pada tahun 2018 di wilayah 
Kecamatan Taman, yang keseluruhan berjumlah 1044 jiwa terdiri dari laki – laki 
546 jiwa atau setara dengan 50 %, dan perempuan berjumlah 598 jiwa atau setara 
dengan 50,42 %. 
  
Laki – Laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. Penggarit 29 23 52 5
2. Pener 14 12 26 2
3. Gondang 19 12 31 3
4. Jrakah 15 11 26 2
5. Sokawangi 19 19 38 5
6. Kejambon 16 4 20 2
7. Jebed Selatan 16 21 37 4
8. Jebed Utara 29 36 65 6
9. Cibelok 53 21 74 7
10. Kaligelang 14 22 36 3
11. Banjaran 19 23 42 4
12. Banjardawa 23 19 42 4
13. Sitemu 16 22 38 4
14. Pedurungan 51 43 94 9
15. Taman 39 42 81 8
16. Wanarejan 0 0 0 0
17. Wanarejan 19 25 44 4
18. Beji 17 20 37 4
19. Kabunan 56 59 115 11
20.   Asemdoyong 52 37 89 9
21. Kedungbanjar 30 27 57 5
Jumlah 546 498 1044 100
% 52,30 47,70 100
No Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk Yang Meninggal
Jumlah %
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Tabel: IV.09 
Jumlah Penganut Agama per Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
(Sumber : Data Kec Taman Dalam Angka 2018) 
 
Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat di wilayah Kecamatan Taman sebagian besar menganut agama 
muslim/islam dengan jumlah keseluruhan mencapai 164,508 orang atau setara 
dengan 99,9 %. Dan jumlah paling sedikit yaitu masyarakat yang menganut pada 
agama katholik dengan jumlah 447 orang atau setara dengan 40 %. 
Islam Protestan Katholik Hindhu Budha Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Penggarit 4.332 20 - - - 4.352
2. Pener 5.383 - - - - 5.383
3. Gondang 5.905 - - - - 5.905
4. Jrakah 6.899 - 15 - - 6.914
5. Sokawangi 5.385 53 34 - - 5.472
6. Kejambon 3.786 5 - - - 3.791
7. Jebed Selatan 5.235 42 - - - 5.277
8. Jebed Utara 6.966 56 8 - - 7.030
9. Cibelok 9.564 18 7 - - 9.589
10. Kaligelang 7.798 - 14 - - 7.812
11. Banjaran 4.514 17 21 - - 4.552
12. Banjardawa 5.462 - 8 - - 5.470
13. Sitemu 4.267 - - - - 4.267
14. Pedurungan 10.949 - 15 - - 10.964
15. Taman 12.861 166 114 - - 13.141
16. Wanarejan 10.876 98 130 - - 11.104
17. Wanarejan 9.864 13 57 - - 9.934
18. Beji 13.390 6 13 - - 13.409
19. Kabunan 10.583 9 11 - - 10.603
20.   Asemdoyong 14.145 - - - - 14.145
21. Kedungbanjar 6.343 - - - - 6.343
Jumlah 164.508 503 447 165.458
% 99,43 0,30 0,270159 0 0 100
No Desa
Penganut Agama
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Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius 
yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat 
hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara 
masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit 
perselisihan. 
IV.3. Kondisi Pemerintahan 
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah 
Kabupaten atau Kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa 
dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa 
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 
atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah atau bisa dikatakan 
bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu 
tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, 
pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah 
kecamatan. 
Dalam organisasi kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai 
bagian-bagian kecamatan yang bisa di lihat di gambar strukur agar mudah untuk 
di ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata 
Kecamatan, Sehingga mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. 
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Struktur Organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya 
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam 
bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. 
Struktur Organisasi (STO) dalam sebuah organisasi juga di maksudkan 
untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit – unit bagian 
divisi agar meminamilisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam 
Struktur Organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para 
pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi. 
Pentingnya Struktur Organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik 
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 
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Gambar: IV.02 
Struktur Organisasi Kecamatan Taman 
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Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat Daerah 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 
Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja 
kecamatan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai 
fungsi : 
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 
kecamatan; 
57 
 
 
 
7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa; 
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. 
 Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan 
Kecamatan Taman adalah sebagai berikut : 
Camat, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah 
kecamatan; 
2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas sesuai kebijakan pemerintah daerah; 
3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di 
wilayah kecamatan; 
Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; 
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan; 
3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
Kasubag Umum dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 
2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
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3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
Kasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Sekretaris Kecamatan, dalam melaksanakan tugas 
kepegawaian. 
2. Menyusun rencana dan program kerja kasubag kepegawaian, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas dalam memberdayakan 
masyarakat desa. 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja kasi pemberdayaan masyarakat, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan. 
Kasi Ketertiban dan Ketenteraman, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas pembinaan 
ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan; 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 
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Kasi Pelayanan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas pendapatan 
dan pelayanan umum tingkat kecamatan; 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Pelayanan Umum, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan. 
Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau 
kelurahan; 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 
IV.4. Kondisi Sosial Ekonomi 
 
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan 
kondisi antarwarga. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam 
lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek 
kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan 
ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang 
yang tidak dihormati. 
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Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya 
dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, 
prestasi atau kekuasaan. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kondisi adalah keadaan atau 
kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan 
atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan 
ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti 
tingkatpendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 
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Tabel : IV.10Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Taman Tahun 2016 
Buruh Buruh Buruh
Tani Industri Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penggarit 564 756 129 98 328 19 3 516
2. Pener 540 1453 206 21 653 13 3 1198
3. Gondang 579 163 342 15 463 12 5 1201
4. Jrakah 549 1602 312 18 492 59 2 1098
5. Sokawangi 436 1478 336 67 345 24 9 542
6. Kejambon 202 600 32 211 581 14 1 -
7. Jebed Selatan 447 342 661 67 344 39 2 532
8. Jebed Utara 202 336 763 198 362 17 3 126
9. Cibelok 373 1098 177 245 616 19 3 705
10. Kaligelang 251 1624 492 142 820 32 10 432
11. Kesesirejo 41 105 414 236 213 13 - 642
12. Banjardawa 705 765 348 718 436 20 - 654
13. Sitemu 169 532 327 39 101 5 - 402
14. Pedurungan 751 1605 278 207 157 32 67 706
15. Taman 117 188 658 106 324 28 - 1873
16. Wanarejan 54 543 253 120 410 69 27 225
17. Wanarejan Utara 193 363 2136 2251 152 20 27 2780
18. Beji 991 380 750 250 110 63 25 1512
19. Kabunan 600 561 216 1500 420 31 296 812
20.   Asemdoyong 879 254 173 43 142 27 3523 1398
21. Kedungbanjar 455 239 36 46 171 23 71 -
Jumlah 9098 14987 9039 6598 7469 579 4077 17354
% 52.43 86.36 52.09 38.02 43.04 3.34 23.49 100
No
Desa
Petani Dagang Angkot Nelayan Lain2
Mata Pencaharian
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2016) 
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Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah kecamatan Tamanmemiliki 
beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling dominan yaitu 
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengn jumlah 9.098 atau setara 
dengan 52,43% maupun buruh tani dengan jumlah 14.987 atau setara dengn 
86,36%. Disamping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan bagi 
sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Taman.Dan mata pencaharian 
yang paling sedikit di tekuni oleh masyarakat yaitu sebagai angkot, yang hanya 
berjumlah 579 orang atau setara dengn 3,34%. 
Dengan memperhatikan keragaman yang di miliki, Maka mobilitas 
perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan Taman dapat di katakan sangat 
jauh untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah - 
rumah yang di huni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan 
layak pakai. 
Suburnya tanah menjadi motivasi utama bagi tumbuh suburnya usaha 
agribisnis. Wilayah Kecamatan Taman saat ini telah menjadi sasaran penting bagi 
pelaku usaha cabai, bawang,buah timun suri, mentimun,semangka dsb untuk bisa 
bercocok tanam didaerah tersebut. 
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Tabel IV.11 
Sarana Prasarana dalam menunjang perekonomian di Kecamatan Taman 
Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3
1. Pasar Tradisional 2 Kurang Baik
2. Bank Rakyat 1 Baik
3. Kantor Pos 1 Baik
4. SPBU - Tidak Ada
5. Kospin Jasa - Tidak Ada
6. Kantor Pegadaian - Tidak Ada
7. Indomart 2 Baik
8. Alfamart 1 Baik 
Jumlah 7
No
 
(Sumber: Sekretariat Kecamatan Taman) 
Tabel diatas menunjukan bahwa sarana prasarana dalam menunjang 
perekonomian di Kecamatan Taman terbilang kurang baik, sebab ada beberapa 
prasarana yang kurang seperti SPBU dan Bank lain, serta Pasar yang kondisinya 
masih terbilang kurang baik. 
IV.5. Kondisi Kesehatan 
 Kesehatan meupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan 
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk 
kehamilan dan persalinan. Untuk itu disuatu kecamatan harus memiliki sarana dan 
prasarana seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik. 
Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan 
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 
masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 
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masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain 
puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan 
kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. 
Tabel : IV.12 
Banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 
2016 
Desa/Kelurahan Pukesmas Pukes. Pemb Klinik Jumlah %
1 2 3 4 5 6
1. Penggarit - - - 0 0
2. Pener - 1 - 1 17
3. Gondang - - - 0 0
4. Jrakah - - - 0 0
5. Sokawangi - - - 0 0
6. Kejambon - - - 0 0
7. Jebed Selatan - - - 0 0
8. Jebed Utara - - - 0 0
9. Cibelok 1 - - 1 17
10. Kaligelang - - - 0 0
11. Kesesirejo - 1 - 1 17
12. Banjardawa - - - 0 0
13. Sitemu 1 - 1 2 33
14. Pedurungan - - - 0 0
15. Taman - - - 0 0
16. Wanarejan - - - 0 0
17. Wanarejan Utara - - - 0 0
18. Beji - 1 - 1 17
19. Kabunan - - - 0 0
20. Asemdoyong - - - 0 0
21. Kedungbanjar - - - 0 0
Jumlah 2 3 1 6 100
% 2 3 1 6 100
No
 
( Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018)  
Tabel diatas menunjukan data banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018, yang keseluruhan berjumlah 2 
puskesmas, 3 puskesmas pembantu dan  1 klinik. Dengan sarana kesehatan 
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terbanyak di miliki oleh desa Sitemu dengan jumlah 2 sarana atau setara dengan 
33,33 %. 
Tabel : IV.13 
Banyaknya tenaga kesehatan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 
2016 
Desa Dokter Bidan Bides Para MDS Dukun Bayi Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Penggarit - 2 - - 4 6 3
2. Pener - 4 - 2 2 8 5
3. Gondang - 3 - 1 2 6 3
4. Jrakah - 3 - 1 3 7 4
5. Sokawangi 1 4 - 4 2 11 6
6. Kejambon - 1 - 2 2 5 3
7. Jebed Selatan 1 1 - - 2 4 2
8. Jebed Utara 1 2 - 4 1 8 5
9. Cibelok - 1 - 2 3 6 3
10. Kaligelang 1 3 - 2 1 7 4
11. Kesesirejo 2 4 - 1 - 7 4
12. Banjardawa - 2 - 4 2 8 5
13. Sitemu - 1 - 5 2 8 5
14. Pedurungan - 1 - - 5 6 3
15. Taman 7 7 - 5 6 25 14
16. Wanarejan 1 4 - 1 3 9 5
17. Wanarejan Utara 2 4 - - 3 9 5
18. Beji 3 2 - - 4 9 5
19. Kabunan 1 2 - 1 4 8 5
20. Asemdoyong - 2 - 1 4 7 4
21. Kedungbanjar - 2 - 7 4 13 7
Jumlah 20 55 - 43 59 177 100
No
( Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
Tabel diatas menunjukan data banyaknya tenaga kesehatan di Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018, yang keseluruhan berjumlah 177 tenaga 
kesehatan. Terdiri dari 20 tenaga dokter, 55 tenaga bidan, - tenaga bidan desa, 43 
para medis dan 59 dukun bayi. Dengan tenaga kesehatan terbanyak di miliki oleh 
desa Taman dengan jumlah 25 tenaga atau setara dengan 14% dan yang sedikit 
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dimiliki oleh desa Penggarit, Cibelok, Pedurungan atau mssing – masing setara 
dengan 3%. 
IV.6. Kondisi Sosial Budaya 
 
Masyarakat di sekitar Kecamatan Taman adalah pendukung kebudayaan 
Jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan Jawa lainnya, 
Mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi, 
dengan dialek/dialog “Jawa-Pemalangan” yang termasuk dalam kategori dialek 
“Banyumasan”. Dialognya yang khas menjadikan orang Pemalang sering disebut 
sebagai “Wong Ngapak”, Karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, “bapak” 
misalnya, maka pengucapan huruf “k”-nya sangat kental (kentara). Hal ini 
berbeda dengan orang Jawa-Yogya dan Jawa-Solo yang pengucapan huruf “k”-
nya “nyaris tak terdengar”. 
Selain itu, ada juga yang menyebutnya sebagai “Jawa Kowek” dan “Jawa 
Reang”. Bisa jadi, sebutan yang terakhir sangat erat kaitannya dengan suara yang 
relatif keras dan irama yang relatif cepat, sehingga memberi kesan berisik (reang). 
Hal ini berbeda dengan suara dan irama orang Jawa-Jogya dan Jawa-Solo yang 
relatif lembut dan lambat dalam bertutur dan atau bertegur sapa, sehingga terkesan 
teduh dan tidak berisik (halus). 
Oleh karena itu, masyarakat Pemalang khususnya di sekitar kecamatan 
Taman menyebut bahasa Jawa yang diucapkan oleh orang Yogya dan Solo adalah 
bandek, yaitu suatu istilah untuk bahasa Jawa yang halus. 
Ada satu hal yang perlu dicatat berkenaan dengan bandek karena ternyata 
di bererapa kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Pemalang, seperti: 
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Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami, Masyarakatnya 
menggunakan bandek-pekalongan dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Ini 
artinya, masyarakat yang ada di Kecamatan Taman dalam berkomuniskasi 
menggunakan bandek. Dengan perkataan lain, hal ini menunjukkan bahwa 
masyarakat Pemalang sebagian menggunakan dialek jawa-ngapak (masyarakat 
Kecamatan: Moga, Warungpring, Pulosari, Belik,Watukumpul, Bantarbolang, 
Randudongkal, Pemalang, dan Taman) dan sebagian jawa-bandek (Bodeh, 
Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami). 
Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat Pemalang adalah bilateral, 
yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui nenek-moyang laki-laki dan 
wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap sebagai kerabatnya adalah kerabat 
dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan, istilah yang digunakan 
untuk menyebut atau menyapa kerabatnya antara lain: bapak (istilah untuk 
menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk menyebut orang tua 
perempuan), side lanang (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua laki-
laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua 
perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang digunakan untuk menyebut 
adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk menyebut adik 
perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang digunakan untuk menyebut 
saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara 
tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara muda 
baik laki-laki maupun perempuan). 
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Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya 
membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah), Tetapi juga membolehkan 
orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal 
yang dianut setelah perkawinan adalah matrilokal (pengantin baru tinggal di 
rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan). 
Di masa lalu seorang pengantin lelaki baru bekerja seperti sediakala ketika 
hari perkawinan sudah mencapai hari ketujuh. Selama itu Sang Pengantin hanya 
bersih-bersih halaman rumah (pagi dan sore hari). Namun, dewasa ini hal itu 
dapat dikatakan tidak dilakukan lagi karena pada umumnya setiap keluarga tidak 
mempunyai halaman yang cukup luas. Disamping itu, pepohonan-pepohonan 
besar dan rumpun-rumpun bambu telah banyak yang ditebangi dan berganti 
menjadi perumahan. Padahal, di tahun 60-an banyak rumah yang halamannya 
cukup luas. 
Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang 
memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan 
agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa 
lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu 
(Semarang), Kraprak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini 
yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang 
memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal 
yang tinggi.Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan 
agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja temasuk dalam status 
sosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang mampu, 
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baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal termasuk dalam 
status sosial yang rendah, seperti: tukang becak, tukang songgol, dan buruh tani. 
(pepeng). 
Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Taman ,dapat di 
jadikan parameter awal,bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Taman bersifat 
Religius, santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi sebagai 
dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada peningkatan 
kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyentuh rasa 
keingin tahuan yang tinggi. 
Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki 
wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian 
masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya 
inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang Islami. 
Kemudian mengenai kebudayaan maupun kesenian, di wilayah Kecamatan 
Bodeh memiliki kebudayaan yang sampai sekarang ini masih di lestarikan di 
antaranya adalah : 
1. Kuntulan, kesenian ini mulai dikenal masyarakat Pemalang pada sekitarawal 
abad 20 yaitu pada saat di tanah air banyak muncul pergerakan 
kebangsaan.Tokoh-tokoh masyarakat Pemalang saat itu tak mau ketinggalan ikut 
dalam kancahperjuangan nasional. Dibentuklah perkumpulan bela diri, khususnya 
pencak silat.Kegiatan bela diri ini ketika itu selalu diiringi rebana dan pukulan 
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bedugserta dikumandangkan pula doa-doa salawat Nabi sehingga terkesan 
sebagaikegiatan kesenian dan keagamaan.  
 Setelah kemerdekaan kegiatan ini yang kemudian di -kenalkan dengannama 
kuntulan tetap berlangsung dan berubah dari alat perjuangan menjadi 
saranahiburan. Kesenian ini biasanya dipentaskan para acara peringatan hari 
besarnasional, hajatan atau pun menyambut tamu resmi. Kesenian kuntulan 
tampakmenarik karena memadukan jurus-jurus bela diri yang nampak 
artistik,demonstrasi akrobatik dan keindahan musik rebana dan bedug. 
 Kuntulan merupakan salah satu kesenian tradisional desa Kesesirejo 
yang terfokus dalam bela diri. Kuntulan ini dapat dimainkan oleh anak-anak yang 
masih duduk dibangku sekolah dasar maupun orang-orang yang telah dewasa. 
Seni beladiri ini dimainkan apabila terdapat acara tertentu, misalnya acara 
pagelaran seni, peringatan-peringatan di desa, dan lain sebagainya. Kuntulan ini 
sangat mirip dengan pencak silat, namun disetiap gerakannya diiringi oleh alunan 
musik, sholawat, atau bahkan doa-doa. Pada saat pelatihan yang dilakukan di 
Balai Desa Banjaran pada tanggal 16 Februari 2019 pemain kuntulan berseragam 
memakai pakaian putih serta dilengkapi dengan peci yang juga berwarna putih. 
 Pelatihan Seni Budaya Tradisional yang dilakukan di Balai Desa ini 
bertujuan untuk tetap melestarikan budaya khas daerahnya kepada masyarakat 
terutama generasi muda yang mulai berkurang ketertarikannya terhadap hal-hal 
yang berbau tradisional. Antusiasme warga desa Banjaran terlihat pada saat 
sebelum acara dimulai, masyarakat datang berbondong-bondong ke balai desa 
untuk menyaksikan kesenian kuntulan. 
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2. Kuda Lumping, pelatihan seni budaya tradisional tidak hanya menampilkan 
seni bela diri kuntulan saja, namun juga adanya penampilan kesenian kuda 
lumping. Kuda lumping ini dimainkan oleh orang dewasa, baik laki-laki maupun 
perempuan. Dalam sebuah tim kuda lumping terdapat berbagai macam bagian 
pekerjaan yang harus dilakukan pemainnya. Misalnya pemain alat musik, penyair, 
pemain kuda lumping, pemain barong, serta pemain yang mengenakan riasan. 
Kesenian kuda lumping ini juga diiringi musik tradisional dengan syair bahasa 
jawa kuno serta sholawat ataupun doa-doa.Jaran kepang atau Kuda Lumping 
adalah jenis kesenian tradisional yang umumnya dikenal di masyarakat Jawa 
Tengah. Kesenian ini merupakan jenis permainan yang menyertakan unsur magis 
karena pada adegan tertentu pemainnya memainkan atraksi yang tidak mungkin 
dilakukan manusia biasa seperti adegan makan pecahan kaca. Dari sejumlah 
kesenian Jaran Kepang yang ada di Jawa Tengah, Pemalang mungkin memiliki 
beberapa kelebihan berupa inovasi seperti adanya adegan cukup unik dimana dua 
atau tiga orang pemain dijadikan manusia setengah robot yang bisa duduk atau 
berdiri mematung berjam-jam lamanya. Kesenian Jaran Kepang biasanya 
dipentaskan pada acara hajatan, upacara hari besar nasional atau pun menyambut 
kunjungan tamu resmi. 
 Kesenian ini juga dilengkapi dengan debus, dimana pemainnya tahan 
apabila terkena api ataupun benda-benda yang membahayakan. Pada saat 
ditengah-tengah acara terdapat beberapa pemain yang kerasukan dan dapat 
disadarkan sesegera mungkin. Kegiatan pelatihan seni budaya tradisional ini rutin 
dilakukan di desa Kesesirejo setidaknya setahun sekali. 
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IV.7. Kondisi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Taman 
Sarana dan Prasarana penunjang yang terdapat di Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang, sebagai berikut : 
Tabel: IV.14  
Sarana yang terdapat di Kecamatan Taman 
Uraian Jumlah Keterangan 
Mesin Ketik 5 Kurang Baik 
Meja 35 Baik 
Kursi (aparat & pelayanan) 40 Baik 
Almari arsip (dokumen) 5 Baik 
Komputer dan printer 7 Kurang Baik (Terbatas) 
Mesin fax/ modem 3 Kurang Baik (Terbatas) 
Kendaraan Dinas  3 Kurang Baik 
Papan tulis 3 Baik 
Papan Data/ Monografi 2 Baik 
Brankas 2 Baik 
Kipas Angin/ AC 4 Kurang Baik (Terbatas) 
Telephon Kantor 2 Baik 
Televisi 2 Baik 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan sarana yang ada di Kantor 
Kecamatan Taman sudah memadai namun beberapa ada yang kondisinya kurang 
baik seperti kendaraan dinas, komputer, printer dan AC. 
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Tabel. IV.15 
Prasarana yang terdapat di Kecamatan Taman 
Uraian Jml Keberadaan Kondisi 
    
Gedung Kantor 2 Ada Kurang Baik (Sempit) 
Ruangan Kerja 6 Ada Kurang Baik (Sempit) 
Pendopo/ tempat rapat 1 Ada Baik 
Mushola 1 Ada Baik 
Puskesmas 2 Ada Baik 
Lahan Parkir 1 Ada Baik 
Penerangan tempat 10 Ada Baik 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan prasarana yang ada di Kantor 
Kecamatan Taman sudah baik serta memadai namun beberapa ada yang 
kondisinya kurang baik seperti gedung kantor dan tempat kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian inimerupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Implementasi Perpres no63 tahun 2017 tentang Bantuan Pangan Secara non Tunai 
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman tahun 
2018. Peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi 
yang didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana 
permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan 
validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Perpres no 63 
tahun 2017 tentang Bantuan Pangan Secara non Tunai Untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman tahun 2018, dan untuk 
mengetahui apa sajafaktor  penghambatserta solusi dariImplementasi Perpres no 
63 tahun 2017 tentang Bantuan Pangan Secara non Tunai Untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman tahun 2018. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Implementasi Perpres no 63 tahun 
2017 tentang Bantuan Pangan Secara non Tunai Untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman tahun 2018adalah sebagai 
berikut: 
1. Implementasi dengan unit analisis: 
a. Komunikasi 
b. Sumberdaya 
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c. Disposisi / sikap 
d. Struktur Birokrasi 
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai  dengan unit analisis:  
a. Ketetapan sasaran 
b. Memenuhi kebutuhan pangan 
c. Mengurangi beban KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ) 
3. Kesejahteraan Masyarakat dengan unit analisis: 
a. Peningkatan Produktivitas Masyarakat 
b. Proporsi pengeluaran rumah tangga 
c. Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
d. Peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.  
 Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Implementasi Perpres no.63 tahun 2017 tentang Bantuan 
Pangan non Tunai untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat desa di 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018 dan untuk mengetahui apa 
saja faktor penghambat serta solusi dari Implementasi Perpres no.63 tahun 2017 
tentang Bantuan Pangan Non Tunai untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018
 Adapun informan mencangkup : 
a. Kepala Desa : 
     1.  Bapak Muhammad Rodin Kepala Desa Kedungbanjar 
     2.  Bapak Casmuri S.H Kepala Desa Jebed Selatan 
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     3.  Ibu Astuti Kepala Desa Jebed Utara 
b. Perangkat Desa 
      1.  Bapak Bahrul Ulum S.E Desa Kedungbanjar 
      2.  Bapak Taryono Desa Jebed Selatan 
      3.  Bapak Sudirman Desa Jebed Utara 
c. Tokoh Masyarakat : 
      1.  Bapak Sahroni Desa Kedungbanjar 
      2.  Bapak Sorikhi Desa jebed utara 
      3.  Bapak Mukhlis Jebed Selatan 
d. Masyarakat : 
      1.  Ibu Sri Taati Desa Kedungbanjar 
      2.  Bapak Kaslam Desa Jebed Selatan 
      3.  Bapak Siswoyo Desa Jebed Utara 
V.1. Hasil Penelitian  
1. Implementasi dengan unit analisis: 
a.  Komunikasi 
 Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor 
akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 
diterapkan dalam masyarakat 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah menurut 
bapak/ibu/sdr petugas sudah menyampaikan informasi atau syarat 
masyarakat penerima bantuan dengan baik? 
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 Menurut Bapak Muhammad Rodin (selaku kepala desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Dalam hal ini petugas sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sudah 
memberikan informasi yang jelas,namun ada beberapa hal yang 
masyarakat tidak mengetahui karena faktor usia, sehingga petugas harus 
beberapa kali memberikan informasi. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri,S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja petugas sudah memberikan pelayanan yang terbaik, namun 
memang dengan kesibukan masyarakat yang bekerja sehingga terkadang 
kurang memperhatikan informasi dari petugas, tetapi dari pihak petugas 
ada yang berkunjung kerumah warga yang tidak dapat hadir , guna 
memberikan informasi terkait pembagian bantuan tersebut. 
 Selanjutnya Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) pada 
tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Pemerintah desa sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan / 
teknis dalam pembagian program tersebut, namun memang dengan 
keterbatasan jumlah petugas sehingga terkadang dapat mengulur waktu 
untuk mempersiapkan. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaDalam hal ini petugas sudah melaksanakan tugas dengan baik dan 
sudah memberikan informasi yang jelas pemberian informasi yang 
dilakukan oleh petugas, ada beberapa permasalahan dalam menyampaikan 
informasimemang dengan keterbatasan jumlah petugas sehingga terkadang 
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dapat mengulur waktu untuk mempersiapkan, tetapi petugas langsung 
memberikan solusinya. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah menurut 
Bapak/Ibu/Sdr petugas sudah menyampaikan informasi sudah jelas? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin (selaku kepala desa 
Kedungbanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
 Informasi yang disampaikan oleh petugas lapangan tersebut sudah jelas, 
mulai dari proses pendataan nama nama warga yang mendapatkan 
bantuan sampai pada proses pembagian bantuan tersebut, namun tidak 
menutup kemungkinan warga juga sering salah tangkap terkait informasi 
tersebut, tetapi petugas sudah langsung membenarkannya. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Terkait dengan adanya proses bantuan tersebut tentu saja menuai pro 
kontra dari masyarakat ada yang setuju dengan bantuan tersebut ada juga 
yang masih mempertanyakan bantuan tersebut mas, disini petugas 
memberikan informasi terkait perubahan bantuan yang semula bernama 
raskin, sekarang BPNT, karena pada kebijakan bantuan raskin masih 
banyak permasalahan yang dihadapi di desa jebed selatan salah satunya 
adalah ketidaktepatan pada pembagian program raskin tersebut. Ini yang 
menjadi permaslahan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah 
mengeluarkan kebijakan perubahan bantuan dari raskin ke BPNT, yang 
dulunya berbentuk beras, sekarang berbentuk uang 110 ribu rupiah yang 
digunakan untuk membeli bahan pokok sehari-hari. 
 Selanjutnya Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) pada 
tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
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Saya selaku kepala desa Jebed Utara tentunya sangat menginginkan 
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dengan melalui informasi-
informasi yang diberikan petugas untuk masyarakat penerima bantuan, 
dengan harapan agar masyarakat mampu mendapatkan bantuan yang 
telah di sesuaikan oleh pemerintah. Dan sejauh ini petugas sudah 
bertugas dengan baik dan sesuai prosedur. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
program bantuan yang diberikan pemerintah sudah di jalankan dengan 
baik, namun memang ada beberapa hal yang harus di koreksi lagi oleh 
petugas,informasi yang diberikan petugas untuk masyarakat penerima 
bantuan, dengan harapan agar masyarakat mampu mendapatkan bantuan 
yang telah di sesuaikan oleh pemerintah, tetapi sampai sejauh ini petugas 
sudah memberikan pelayanan yang terbaik. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana bila 
ada kesalahpahaman, apakah petugas langsung memberikan solusi? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja para petugas memberikan solusi terkait kesalahpahaman dalam 
proses pembagian bantuan pangan secara non tunai, hal ini sering terjadi 
ketika petugas sedang melaksanakan tugas nya, ada beberapa masyarakat 
yang belum sepenuhnya paham, sering adanya miscomunikasi dan lain 
sebagainya, nah oleh karena itu saya memberikan arahan kepada petugas 
agar menindak lanjuti segala permasalahan yang terjadi dalam proses 
pembagian BPNT tersebut mas.  
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
80 
 
 
 
Begini mas, pastinya didalam sebuah program pemerintah pasti ada-ada 
saja permasalahan yang terjadi, seperti salah satunya adalah 
kesalahpahaman yang terjadi antara petugas dengan masyarakat 
penerima bantuan, saya yakin pasti terjadi. Oleh karena itu saya 
menegaskan kepada seluruh petugas yang ada dilapangan untuk 
meberikan informasi secara detail, tentunya agar masyarakat yang akan 
mendapatkan bantuan lebih paham bagaimana prosedur dalam 
pembagian tersebut, seketika ada sedikit kesalahan, petugas langsung saja 
memberikan arahan guna untuk meminimalisir kesalahan tersebut. 
 Selanjutnya Ibu Astuti. Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Begini mas, jauh-jauh hari sebelum panjenengan datang, ada masyarakat 
yang datang kebalai desa untuk menanyakan informasi tentang BPNT, 
yang sebagaimana sudah di terangkan oleh petugas lapangan, karena 
memang keterbatasan pendidikan, tentunya sangat berpengaruh, oleh 
karena itu petugas mengulangi apa yang telah disampaikan, guna untuk 
memberikan informasi lebih jelas.. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa setiap program dari pemerintah pastinya ada kesalahpahaman 
antara petugas dengan masyarakat, namun dari kepala desa langsung 
memberikan arahan apabila terjadi hal tersebut,Tentu saja para petugas 
memberikan solusi terkait kesalahpahaman dalam proses pembagian 
bantuan pangan secara non tunai, hal ini sering terjadi ketika petugas 
sedang melaksanakan tugas nya, ada beberapa masyarakat yang belum 
sepenuhnya paham, sering adanya miscomunikasi dan lain sebagainyaagar 
masyarakat bisa menerima bantuan dengan seharusnya dan sesuai dengan 
tupoksi penerima. 
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4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah 
tanggapan Bapak/Ibu/Sdr petugas sudah memberikan informasi dengan 
baik? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin dan Bapak Casmuri, 
S.H(selaku kepala desa Kedungbanjar dan kepala desa Jebed Selatan) pada 
tanggal 4 Juni dan 6 juni 2019 mengatakan: 
Menurut saya sudah mas, namun memang ada beberapa hal yang harus 
dikoreksi lagi, agar dalam proses memberikan informasi lebih jelas dan 
efektif, tapi memang para petugas sejauh ini sudah menjalankan tugasnya 
dengan baik. 
 Adapun jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) pada 
tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Petugas sudah memberikan informasi dengan sangat jelas mas, bukannya 
saya meninggikan petugas namun pada kenyataannya dilapangan seperti 
itu, apabila ada kekurangan dalam menyampaikan informasi pasti dari 
kami pihak aparatur pemerintah desa memberikan sedikit informasi agar 
para masyarakat benar-benar paham dengan informasi yang 
disampaikan. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa dalam proses pemberian informasi terkait pembagian bantuan 
tersebut ada kurang dan lebihnya, namun petugas dan para aparatur 
pemerintah desa saling berkontribusi, hal ini sangat memberikan dampak 
positif dalam pemeberian informasi. 
 Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis komunikasi, 
peneliti simpulkan bahwa kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh 
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petugas sudah melaksanakan tugas dengan baik para petugas memberikan 
solusi terkait kesalahpahaman dalam proses pembagian bantuan pangan 
secara non tunai, hal ini sering terjadi ketika petugas sedang melaksanakan 
tugas nya, ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya paham, 
sering adanya miscomunikasi dan lain sebagainya, 
b. Sumberdaya 
Sumberdaya merujuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh 
sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial. 
Sumbedaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas 
implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. 
Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 
program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi 
kebijakan pemerintah. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah menurut 
Bapak/Ibu/Sdr jumlah petugas cukup mewadai untuk melaksanakan 
program bantuan pangan non tunai? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Sejauh ini jumlah petugas sudah cukup mewadai untuk proses pembagian 
bantuan pangan non tunai, namun dengan membludaknya jumlah 
masyarakat yang menerima bantuan ini membuat petugas sedikit 
kewalahan, tapi alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik 
tanpa ada hal hal yang merugikan. 
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 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Jumlah petugas dari dinas sosial kabupaten pemalang sangat terbatas 
sehingga para petugas dan dari aparatur pemerintah desa harus bekerja 
lebih ekstra untuk menjalankan proses pembagian bantuan pangan secara 
non tunai. 
 Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Jumlah petugas dari dinas sosial kabupaten pemalang sangat terbatas, 
namun dari pihak pemerintah desa turut membantu dalam proses 
pendataan masyarakat yang menerima bantuan, sehingga alhamdulillah 
sampai sejauh ini belum ada permasalahan yang serius. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
dalam proses pembagian bantuan pangan non tunai, para petugas sangat 
kewalahan menghadapi masyarakat yang membludak, namun dengan 
kontri busi petugas dan para aparatur pemerintah desa, proses tersebut 
mampu berjalan dengan baik sesuai harapan kita. 
2) Pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan adalahapakah petugas 
memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program 
bantuan pangan non tunai sesuai dengan yang diharapkan? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Yang saya lihat sejauh ini petugas yang bertugas dilapangan memiliki 
kemampuan cakap berbicara, dan actionnya menurut saya jelas mas. Saya 
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rasa petugas yang bertugas sudah terbiasa menghadapi masyarakat yang 
ada di desa kedungbanjar, sehingga para petugas lebih santai dalam 
proses tersebut. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Menurut saya mas, petugas yang bertugas disini perlu diberikan apresiasi 
karena mampu membeikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat 
penerima bantuan. 
 Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Menurut saya, dalam hal seperti ini diperlukan orang orang yang 
berkompeten dalam proses pembagian bantuan tersebut, dan sejauh ini 
petugas sudah menjalankan kewajiban yang baik mas, tentunya dengan 
kemampuan mereka yang sudah berpengalaman. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, petugas yang 
bertugas sudah terbiasa menghadapi masyarakat yang ada di desa 
kedungbanjar, sehingga para petugas lebih santai dalam proses 
tersebut,tentunya dengan kemampuan mereka yang sudah berpengalaman. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah jumlah 
petugas berpengaruh pada proses pelaksanaan program bantuan tersebut? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Sangat berpengaruh sekali toh mas, apabila jumlah petugas sedikit kan 
repot. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
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Menurut saya sangat berpengaruh mas, karena apabila jumlah petugas 
sedikit, mereka akan kewalahan menghadapi masyarakat penerima 
bantuan yang jumlahnya banyak. 
Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Jumlah petugas sangat berpengaruh, lha wong jumlah penerima bantuan 
saja banyak sekali kok, makanya kita membutuh kan petugas yang 
mewadai agar tidak keteteran. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa jumlah petugas dalam pelaksanaan program bantuan tersebut sangat 
berpengaruh sekali terhadap proses pembagian bantuan tersebut, apabila 
jumlah petugas sedikit, mereka akan kewalahan menghadapi masyarakat 
penerima bantuan yang jumlahnya banyak. 
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis sumberdaya, 
peneliti simpulkan bahwa dalam proses pembagian bantuan pangan non 
tunai, para petugas sangat kewalahan menghadapi masyarakat yang 
membludak, namun dengan kontri busi petugas dan para aparatur 
pemerintah desa, proses tersebut mampu berjalan dengan baik sesuai 
harapan kita, dan petugas yang bertugas sudah terbiasa menghadapi 
masyarakat yang ada, sehingga para petugas lebih santai dalam proses 
tersebut,tentunya dengan kemampuan mereka yang sudah berpengalaman, 
apabila jumlah petugas dalam pelaksanaan program bantuan tersebut 
sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembagian program bantuan 
pangan non tunai tersebut. 
c. Disposisi/sikap 
 Dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ke tiga dalam 
pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik, jika 
pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak 
hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 
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memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya 
tidak terjadi biasa. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahbagaimana sikap 
warga masyarakat di kecamatan taman yang menerima bantuan pangan 
non tunai? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Sikap dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut merasa senang 
karena bisa meringankan kebutuhan sehari-hari. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Tentunya masyarakat merasa seneng dan merasa masih diperhatikan oleh 
pemerintah. 
 Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Saya lihat masyarakat penerima bantuan sangat senang karena bisa 
membantu meringankan beban perekonomian sehari-hari, hal ini bisa 
dilihat dari mereka berucap syukur 
Selanjutnya menurut Bapak Sahroni, Bapak Sorikhi dan Bapak 
mukhlis ( selaku tokoh masyarakat desa kedungbanjar, tokoh masyarakat 
desa jebed selatan masyarakat desa jebed utara ) pada tanggal 12, 13 dan 
14 Juni 2019 mengatakan : 
Ya masyarakat tentu senang sekali mas dengan adanya program dari 
pemerintah sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari. 
 Menurut Bapak Bahrul Ulum ( selaku perangkat desa 
kedungbanjar) pada tanggal 12 Juni 2019 mengatakan : 
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Sudah bisa dilihat dari ekspresi masyarakat penerima bantuan, mereka 
sangat senang mas. 
  
Menurut Bapak Taryono ( selaku perangkat desa jebed selatan) 
pada tanggal 13 Juni 2019 mengatakan: 
Mereka berantusias berbondong bondong datang kebalai desa mas, 
dengan raut wajah yang gembira. 
 Menurut Bapak Sudirman ( selaku perangkat desa jebed utara) 
pada tanggal 14 Juni 2019 mengatakan: 
Dengan adanya program bantuan ini, masyarakat yang menerima merasa 
terbantu mas,  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
sikap masyarakat yang menerima bantuan sangat merasa senang, dari 
beberapa masyarakat berpendapat kalau mereka merasa di perhatikan oleh 
pemerintah, karena program ini sangat membantu perekonomian mereka. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan bagaimana sikap 
msyarakat di kecamatan taman yang tidak menerima bantuan pangan 
nontunai tersebut? 
Menurut Ibu sri taati ( selaku masyarakat desa Kedungbanjar ) 
pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Jujur mas, saya sedikit kecewa dengan petugas, karena tetangga saya 
yang punya kendaraan lebih dari satu kok mendapatkan bantuan, 
sedangkan saya yang sehari-hari kekurangan malah tidak mendapatkan, 
ini salah datanya atau petugas. 
 Adapun jawaban Bapak Kaslam(selaku masyarakat desa jebed 
selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
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Seharusnya program tersebut tepat sasaran, sesuai dengan keadaan si 
penerima, bukannya orang mampu tapi dapat bantuan, sedangkan orang 
yang kurang mampu malah tidak mendapatkan. 
Menurut Bapak Siswoyo( Selaku  masyarakat Desa jebed utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan : 
Seharusnya petugas mensurvey terlebih dahulu sebelum melakukan 
pembagian bantuan tersebut, hal ini bisa berdampak pada mereka 
masyarakat tidak mampu. 
 Selain itu menurut Bapak Sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Untuk kedepannya permasalahan seperti ini segera di tanggapi, agar 
tidak terulang kembali hal seperti ini. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Menurut saya, wajar apabila ada masyarakat yang komplain terkait hal 
seperti ini, karena menurutnya hal seperti ini tidak adil untuk masyarakat 
kurang mampu. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat 
Desa Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan: 
Petugasnya harus lebih teliti dalam proses pendataan masyarakat 
penerima bantuan, agar kedepan masalah seperti ini dapat segera diatasi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa implementasi program bantuan pangan non tunai, belum 
sepenuhnya tepat sasaran, hal ini terjadi karena data yang diterima petugas 
kurang update, dan belum diperbarui,wajar apabila ada masyarakat yang 
komplain terkait hal seperti ini, karena menurutnya hal seperti ini tidak 
adil untuk masyarakat kurang mampu. 
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3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimanasikap 
petugas dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja petugas cekatan dalam proses implementasi bantuan mas, 
saling bekerja sama dengan kami selaku pihak pemerintah desa. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Dalam hal ini, saya lihat dari petugas bantuan tersebut sudah 
melaksanakan tugas nya dengan baik, bisa dilihat dari sikapnya ketika 
sedang melakukan pembagian program bantuan tersebut.  
 Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Begini mas, inikan proses implementasi/pembagian bantuan pangan non 
tunai, pastinya banyak warga yang antusias, dengan banyak nya warga 
yang datang ke balaidesa untuk mendapatkan bantuan tersebut tentunya 
para petugas harus bisa menghandle semua, bagaimana petugas tersebut 
menghadapi masyarakat yang berbondong-bondong datang ke balaidesa, 
yang saya lihat petugas disini sudah melakukannya dengan baik untuk 
mengkoordinir para masyarakat agar tertib dan bisa antri untuk 
mendapatkan bantuan tersebut, sikap itu yang ditunjukkan petugas kepada 
masyarakat penerima bantuan tersebut sehingga pada proses pembagian 
bisa berjalan dengan lancar. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
sikap petugas dalam pelaksanaan progra bantuan pangan non tunai sudah 
baik sesuai dengan aturan atau undang undang yang berlaku, hal itu di 
tunjukkan ketika proses pembagian tersebut dilaksanakan. 
4) Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalahapakah petugas 
berperan aktif dalam pelaksanaan program bantuan pangan secara non 
tunai? 
 Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja mas, lha wong masyarakat yang datang aja banyak sekali, 
maka petugas juga harus aktif dong, kalau tidak kan repot nantinya. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Yang saya lihat, petugas nya sangat aktif mas. Mulai dari pendataan 
sampai proses pembagian. 
 Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
Kalau petugas selama ini yang saya tahu itu sangat aktif semua mas, 
entah itu petugas dari dinas sosial sendiri atau aparatur perangkat desa. 
Saling berkontribusi.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
petugas yang ada dilapangan itu sudah bekerja dengan baik, sudah 
berperan aktif dalam proses implementasi bantuan pangan nontunai, 
adapun sedikit kesalahan langsung ditindak lanjuti. 
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 Berdasarkan 4 jawaban diatas, mengenai unit analisis 
disposisi/sikap, peneliti simpulkan bahwa sikap masyarakat yang 
menerima bantuan sangat merasa senang, dari beberapa masyarakat 
berpendapat kalau mereka merasa di perhatikan oleh pemerintah, karena 
program ini sangat membantu perekonomian mereka.Dan sikap petugas 
dalam pelaksanaan progra bantuan pangan non tunai sudah baik sesuai 
dengan aturan atau undang undang yang berlaku, hal itu di tunjukkan 
ketika proses pembagian tersebut dilaksanakan. 
d. Struktur Birokrasi 
      1). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
penentuan warga masyarakat sebagai penerima program bantuan pangan 
non tunai? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
Yang berhak menerima ya warga yang kurang mampu, sesuai dengan data 
yang ada mas. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
Kan data penerima sudah ada mas, ya itu sebagai acuan masyarakat yang 
mendapatkan/ menerima bantuan tersebut mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
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 Tentunya yang akan mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang sudah 
terdata, data masyarakat penerima bantuan tersebut diserahkan dari 
dinas sosial kepada pemerintah desa,  
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa penentuan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai adalah 
masyarakat yang sudah terdaftar dalam data di dinas sosial, apabila ada 
kesalahan dalam pendataan, pihak desa hanya menyampaikan ke dinas 
sosial. 
      2). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam 
menentukan penerima program bantuan bantuan pangan non tunai 
dilakukan survey terlebih dahulu? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Ya jelas toh mas, kalau tidak di survey takutnya ada kesalahan, oleh 
karena itu kita semaksimal mungkin mengupayakan agar program 
bantuan pangan non tunai bisa tepat sasaran, makanya terlebih dahulu 
dilakukan survey oleh petugas yang didampingi oleh perangkat desa. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Setiap program dari pemerintah untuk masyarakat pastinya terlebih 
dahulu kita survey mas, guna untuk mengetahui apakah masyarakat itu 
layak mendapatkan bantuan atau tidak. 
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  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 ya harus mas, survey ke masyarakat itu perlu dilakukan, bahkan wajib 
mas, karena salah satunya ya untuk meminimalisir kesalahan pada proses 
pembagian 
.  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa sebelum melakukan pembagian bantuan tersebut, memang di 
wajibkan petugas mensurvey dan ,mendata masyarakat yang layak 
menerima bantuan tersebut.  
      3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pemerintah desa terlibat dalam proses pelaksanaan program bantuan 
tersebut? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Kami selaku jajaran pemerintah desa sepenuhnya membantu petugas 
dinas sosial dalam proses implementasi bantuan pangan non tunai agar 
terlaksananya program bantuan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Ya jelas membantu mas, kalau tidak dibantu petugasnya kewalahan 
menghadapi masyarakat yang berbondong bondong datang kebalaidesa. 
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Jadi saling berkontribusi antara petugas dan perangkat desa/ pemerintah 
desa. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Begini mas, inikan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat 
untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu, tentu nya kami 
selaku pemerintah desa turut membantu dalam proses implementasi 
bantuan tersebut agar dapat dilakukan secara tepat. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaselaku pemerintah desa turut membantu dalam proses implementasi 
bantuan tersebut agar dapat dilakukan secara tepat, pemerintah desa 
sepenuhnya berkontribusi dalam proses implementasi program bantuan 
pangan secara non tunai, dan pemerintah desa bekerja semaksimal 
mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa yang kurang 
mampu. 
      4). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pemerintah desa dengan petugas bantuan saling berkontribusi? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa pemerintah desa dan petugas 
saling berkontribusi mas. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
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  Iya mas pastinya saling berkontribusi. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Petugas dan pemerintah desa saling berkontribusi mas dalam pembagian 
program bantuan pangan tersebut, seperti yang saya katakan tadi. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa pemerintah desa sepenuhnya berkontribusi dalam proses 
implementasi program bantuan pangan secara non tunai, dan pemerintah 
desa bekerja semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat desa yang kurang mampu. 
  Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis struktur 
birokrasi, peneliti simpulkan bahwa penentuan masyarakat penerima 
bantuan pangan non tunai adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam 
data di dinas sosial, apabila ada kesalahan dalam pendataan, pihak desa 
hanya menyampaikan ke dinas sosial dan selaku pemerintah desa turut 
membantu dalam proses implementasi bantuan tersebut. agar dapat 
dilakukan secara tepat. 
  Berdasarkan 4 kesimpulan diatas dapat disimpulkan lagi bahwa 
untuk unit analisis pertama komunikasi, kesesuaian komunikasi yang 
dilakukan oleh petugas sudah baik dalam penyampaian informasi,para 
petugas memberikan solusi terkait kesalahpahaman dalam proses 
pembagian bantuan pangan secara non tunai. Selanjutnya mengenai unit 
analisis kedua sumberdaya, dalam proses pembagian bantuan pangan non 
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tunai, para petugas sangat kewalahan menghadapi masyarakat yang 
membludak, namun dengan kontri busi petugas dan para aparatur 
pemerintah desa, proses tersebut mampu berjalan dengan baik sesuai 
harapan kita. Selanjutnya unit analisis ketiga yaitu disposisi/sikap, sikap 
masyarakat yang menerima bantuan sangat merasa senang, dari beberapa 
masyarakat berpendapat kalau mereka merasa di perhatikan oleh 
pemerintah, karena program ini sangat membantu perekonomian 
mereka.Dan sikap petugas dalam pelaksanaan progra bantuan pangan non 
tunai sudah baik sesuai dengan aturan atau undang undang yang berlaku, 
hal itu di tunjukkan ketika proses pembagian tersebut dilaksanakan. 
Selanjutnya unit analisis ke empat yaitu struktur birokrasi, penentuan 
masyarakat penerima bantuan pangan non tunai adalah masyarakat yang 
sudah terdaftar dalam data di dinas sosial, apabila ada kesalahan dalam 
pendataan, pihak desa hanya menyampaikan ke dinas sosial dan selaku 
pemerintah desa turut membantu dalam proses implementasi bantuan 
tersebut agar dapat dilakukan secara tepat, masyarakat berharap agar 
implementasi bantuan pangan dilakukan sesuai dengan prosedur karena 
pada proses implementasi ini bergantung pada data yang diperoleh yaitu 
keluarga penerima manfaat. 
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai:  
a)   Ketepatan sasaran 
1)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah penerima 
program bantuan pangan non tunai sudah sesuai dengan kondisi 
masyarakat penerima bantuan? 
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  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Ya harus, kita sesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di desa 
kedungbanjar. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
  Iya mas kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut, apakah layak 
untuk menerima bantuan atau tidak, begitu kira-kira. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berhak menerima. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwapenerima bantuan pangan harus dikondisikan, apakah sesuai dengan 
kriteria masyarakat penerima manfaat atau tidak, agar tidak salah sasaran. 
2)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah dalam 
penentuan penerima program bantuan pangan non tunai terjadi kesalahan 
sehingga tidak tepat sasaran? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin dan Bapak Casmuri, S.H ( 
selaku kepala desa Kedungbanjar dan Kepala Desa Jebed Selatan ) pada 
tanggal 4 dan 6 juni 2019 mengatakan: 
 Kesalahan pastinya terjadi, dan hasilnya tidak sesuai dengan sasaran, 
tapi kesalahan tersebut tidak mutlak dari pemerintah desa, karena data 
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nama penerima bantuan itu dari dinas sosial, tetapi dari pihak pemerintah 
desa sudah mengupayakan pelayanan yang terbaik mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Salah satu komplain dari masyarakat ya masalah seperti ini mas, dari 
pihak pemerintah desa hanya menjalankan program tersebut mas, jadi 
apabila bila ada kesalahan berarti dari pihak dinas sosial belum meng-
upgrade data terbaru masyarakat miskin di desa jebed utara. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwakesalahan pada proses implementasi pasti terjadi, tidak mungkin 
tidak ada hambatan, namun sampai sejauh ini belum ada permaslahan 
yang serius, hanya saja kesalahan pada data penerima program bantuan 
pangan non tunai. 
3)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah dalam 
ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pangan non tunai karena murni 
kesalahan petugas? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Kalau saya pribadi ya jelas kesalahan petugas, karena datanya tidak 
sesuai dengan kenyataan penerima bantuan, tapi kembali lagi saya tidak 
menyalahkan karena mungkin keterbatasan jumlah petugas yang berada 
dilapangan. Maka dari itu saya selaku kepala desa kedungbanjar 
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menyarankan agar kita saling bekerja sama guna untuk meminimaslisir 
segala bentuk kesalahan yang terjadi di lapangan.  
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Bukan salah petugas, hanya saja datanya kurang di upgrade atau di 
perbarui dari dinas sosial, saya juga tidak tahu pasti kenapa data tidak di 
upgrade mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Tidak 100% kesalahan petugas mas, karena saya tahu data yang di olah 
petugas sangat banyak sehingga terjadi kesalahan. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwakesalahan pada data itu bukan 100% kesalahan petugas, hanya saja 
datanya kurang di upgrade atau di perbarui dari dinas sosial, maka dari itu 
ketiga kepala desa menyarankan agar kita saling bekerja sama guna untuk 
meminimaslisir segala bentuk kesalahan yang terjadi di lapangan. 
  Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis ketepatan 
sasaran, peneliti simpulkan bahwakesalahan pastinya terjadi, dan hasilnya 
tidak sesuai dengan sasaran, tapi kesalahan tersebut tidak mutlak dari 
pemerintah desa, karena data nama penerima bantuan itu dari dinas sosial, 
tetapi dari pihak pemerintah desa sudah mengupayakan pelayanan yang 
terbaik dari pihak pemerintah desa hanya menjalankan program tersebut  
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jadi apabila bila ada kesalahan berarti dari pihak dinas sosial belum meng-
upgrade data terbaru masyarakat miskin. 
b.   Memenuhi Kebutuhan Pangan 
1). Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informanapakah dengan adanya 
program bantuan pangan non tunai dapat meringankan kebutuhan pangan 
penerima bantuan? 
 Menurut Bapak Sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Jelas sangat membantu mas, dengan adanya program dari pemerintah, 
sedikit membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Iya tentunya sangat membantu meringankan beban kebutuhan pangan 
mas, oelh karena itu masyarakat menginginkan agar bantuan sering 
dilakukan. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat 
Desa Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan: 
Masyarakat desa jebed utara merasa terbantu ketika program bantuan 
tersebut sesuai dengan penerima bantuan, karena dapat sedikit 
mengurangi beban masyarakat kecil mas. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa dengan adanya program bantuan pangan non tunai dapat 
meringankan beban masyarakat kecil, oleh karena itu pemerintah harus 
segera menanggapi segala permaslahan terkait program bantuan pangan 
non tunai. 
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2). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dengan 
adanya program bantuan pangan non tunai dapat meningkatkan kualitas 
gizi keluarga penerima bantuan? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Tentu saja mas, karena bantuan pangan non tunai tidak hanya beras 
melainkan uang tunai sejumlah 110 ribu yang di gunakan untuk membeli 
bahan makanan yang sehat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Sudah pasti gizi masyarakat penerima bantuan tersebut semakin baik 
karena dapat membeli kebetuhan pangan yang diperlukan untuk 
pemenuhan gizi masyarakat penerima bantuan mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Menurut saya kualitas gizi masyarakat penerima bantuan semakin 
meningkat ya karena mereka mampu membeli kebutuhan pangan yang 
layak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
program bantuan pangan non tunai dapat meningkatkan gizi masyarakat 
penerima bantuan, 
3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah pengguna 
bantuan pangan non tunai bersifat konsumtif? 
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  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Dengan adanya bantuan pangan non tunai yang berupa uang 110ribu, 
maka masyarakat desa kedungbanjar lebih bersifat konsumtif 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Tentu mas, karena bantuan tersebut berupa uang tunai yang bisa 
dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain, ini menujukkan 
bahwa masyarakat desa jebed selatan lebih bersifat konsumtif. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Ya jelas mas. Karena memang bantuan tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwadengan adanya bantuan pangan non tunai yang berupa uang tunai 
sebesar 110ribu, masyarakat lebih bersifat konsumtif. 
 Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis kebutuhan 
pangan, peneliti simpullkan bahwa dengan adanya program dari 
pemerintah, sedikit membantu meringankan beban masyarakat kurang 
mampu, masyarakat merasa terbantu ketika program bantuan tersebut 
sesuai dengan penerima bantuan, karena dapat sedikit mengurangi beban 
masyarakat kecil, karena bantuan pangan non tunai tidak hanya beras 
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melainkan uang tunai sejumlah 110 ribu yang di gunakan untuk membeli 
bahan makanan yang sehat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
c).   Mengurangi Beban KPM (Keluarga Penerima Manfaat)  
1). Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan apakah dengan adanya 
program bantuan pangan non tunai dapat mengurangi beban penerima 
bantuan/ masyarakat kurang mampu? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Dengan adanya bantuan pangan non tunai yang berupa uang 110ribu, 
maka masyarakat desa kedungbanjar lebih bersifat konsumtif, menurut 
saya itu mampu sedikit mengurangi beban penerima bantuan/masyarakat 
kurang mampu. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Tentu mas, karena bantuan tersebut berupa uang tunai yang bisa 
dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain, sehingga mampu 
mengurangi beban masyarakat kurang mampu. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Ya jelas mas. Karena memang bantuan tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
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Jelas sangat membantu mas, dengan adanya program dari pemerintah, 
sedikit membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Iya tentunya sangat membantu meringankan beban kebutuhan pangan 
mas,  
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat 
Desa Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan: 
Masyarakat desa jebed utara merasa terbantu ketika program bantuan 
tersebut sesuai dengan penerima bantuan, karena dapat sedikit 
mengurangi beban masyarakat kecil mas. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa dengan adanya program bantuan pangan non tunai dapat 
meringankan beban masyarakat kecil, oleh karena itu pemerintah harus 
segera menanggapi segala permaslahan terkait program bantuan pangan 
non tunai, sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan 
kehidupan yang layak. 
   2.) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah program 
bantuan tersebut mampu meringankan kebutuhan pangan masyarakat 
penerima manfaat? 
 Menurut Bapak Sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Jelas sangat membantu mas, dengan adanya program dari pemerintah, 
sedikit membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat kurang 
mampu,sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, oleh 
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karena itu pemerintah harus lebih mengedepankan masyarakat yang 
kurang mampu. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Iya tentunya sangat membantu meringankan beban kebutuhan pangan 
mas, menurut asumsi masyarakat bahwa bantuan pemerintah ini sangat 
membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Masyarakat desa jebed utara merasa terbantu ketika program bantuan 
tersebut sesuai dengan penerima bantuan, karena dapat sedikit 
mengurangi beban masyarakat kecil mas. Dan sebagian masyarakat 
berharap agar bantuan tersebut tepat kepada masyarakat yang benar-
benar membutuhkan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaadanya program bantuan pangan non tunai sangat berarti bagi 
masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan 
kehidupan yang layak, oleh karena itu pemerintah harus lebih 
mengedepankan masyarakat yang kurang mampu. 
    3). Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalahbagaimanakah 
respon dari masyarakat yang menerima bantuan? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Tentu saja respon dari masyarakat pasti nya sangat senang ketika 
mendapatkan bantuan dari pemerintah. 
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 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Masyarakat desa jebed selatan merasa senang ketika mendapatkan subsidi 
bantuan program bantuan pangan non tunai, ini dari asumsi msayrakat 
yang datang kebalai desa, dan tentunya ini ada hal positif yang dapat 
diterima oleh masyarakat. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Ya jelas mas. Karena memang bantuan tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari kan, tentunya respon masyarakat terkait 
mendapatkan bantuan ialah mereka merasa senang dan merasa di 
perhatikan oleh pemerintah. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa respon dari masyarakat itu positif,Karena memang bantuan tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya respon 
masyarakat terkait mendapatkan bantuan ialah mereka merasa senang dan 
merasa di perhatikan oleh pemerintah. 
 Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis mengurangi 
beban KPM( Keluarga Penerima Manfaat ), peneliti simpulkan bahwa 
dengan adanya bantuan tersebut yang berupa uang tunai yang bisa 
dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain, sehingga mampu 
mengurangi beban masyarakat kurang mampu, program dari pemerintah 
tersebut, sedikit membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat 
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kurang mampu,sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, 
oleh karena itu pemerintah harus lebih mengedepankan masyarakat yang 
kurang mampu, ketika sesuai dengan sasaran masyarakat merasa senang 
ketika mendapatkan subsidi bantuan program bantuan pangan non tunai, 
ini dari asumsi msayrakat yang datang kebalai desa, dan tentunya ini ada 
hal positif yang dapat diterima oleh masyarakat. 
 Berdasarkan 3 kesimpulan diatas, dapat disimpulkan lagi bahwa 
untuk unit analisis pertama ketepatan sasaran, bahwa kesalahan pastinya 
terjadi, tapi kesalahan tersebut tidak mutlak dari pemerintah desa ini 
kesalahan dari petugas yang kurang mengupdate data terbaru dari 
penerima bantuan pangan non tunai tersebut, karena data nama penerima 
bantuan itu dari dinas sosial, tetapi dari pihak pemerintah desa sudah 
mengupayakan pelayanan yang terbaik, Selanjutnya unit analisis kedua 
yaitu memenuhi kebutuhan pangan, adanya program dari pemerintah, 
sedikit membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, 
masyarakat merasa terbantu ketika program bantuan tersebut sesuai 
dengan penerima bantuankarena bantuan pangan non tunai tidak hanya 
beras melainkan uang tunai sejumlah 110 ribu yang di gunakan untuk 
membeli bahan makanan yang sehat dan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Selanjutnya unit analisis ketiga mengurangi beban KPM ( 
Keluarga Penerima Manfaat ) bantuan tersebut yang berupa uang tunai 
yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain, sehingga 
mampu mengurangi beban masyarakat kurang mampu, program dari 
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pemerintah tersebut,sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang 
layak dan mendapatkan perhatian dari pemerintah agar terlaksananya 
masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya ketepatan sasaran program 
bantuan pangan non tunai diharapkan mampu meringankan beban 
masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. 
3. Kesejahteraan Masyarakat 
a).  Peningkatan Produktivitas Masyarakat 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dengan 
adanya program bantuan pangan non tunai dapat meningkatkan 
produktivitas penerima bantuan ? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Dengan adanya program bantuan pangan non tunai sangat berpengaruh 
pada produktivitas masyarakat, hal ini bisa dilihat pada desa 
kedungbanjar, bahwa produktivitas masyarakat pada tahun ini sudah 
meningkat. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Alhamdulillah mas, masyarakat desa jebed selatan mengalami 
peningkatan produktivitas yang signifikan . 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
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 Pastinya tingkat produktivitas masyarakat desa jebed utara meningkat 
mas, hal ini bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari setelah 
menerima bantuan. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaDengan adanya program bantuan pangan non tunai sangat 
berpengaruh pada produktivitas masyarakat, hal ini bisa dilihat pada 
masyarakat desa yang menerima bantuan tersebut, hal ini pula 
menunjukkan bahwa produktivitas masyarakat pada tahun ini sudah 
meningkat dari tahun sebelumnya. 
2). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah program 
bantuan pangan non tunai dapat dijadikan penggerak perekonomian di 
desa? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Tentu saja bisa di jadikan penggerak perekonomian desa, kita lihat 
dengan bagaimana indeks kesejahteraan masyarakat dengan adanya 
program bantuan tersebut, apabila dengan adanya bantuan pangan 
tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat, pastinya dapat 
dijadikan sebagai penggerak perekonomian desa. 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H dan Ibu Astuti (selaku 
kepala desa Jebed Selatan dan  Kepala desa Jebed Utara) pada tanggal 6 
dan 11 Juni 2019 mengatakan: 
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 Program ini seharusnya bisa di jadikan sebagai penggerak apabila tingkat 
kesejahteraan masyrakat meningkat mas. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwadengan adanya bantuan pangan tersebut mampu meningkatkan 
kesejahteraan masayarakat, pastinya dapat dijadikan sebagai penggerak 
perekonomian desa 
3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah program 
bantuan pangan non tunai sebagai sarana untuk mendorong percepatan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Sangat jelas itu mas karena adanya program ini sangat membantu dalam 
mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
 Selain itu menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
 Ya pasti mas, karena dengan adanya bantuan semacam ini warga tersebut 
dapat mengurangi beban dan mendorong percepatan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat saya mengapresiasi atas kinerja pemerintah 
daerah dan pemerintah desa mas, 
 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
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 Peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari 
program-program pemerintah, salah satunya program bantuan pangan 
non tunai . 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Menurut saya, tingkat percepatan kesejahteraan masyarakat untuk tahun 
ini sudah meningkat dari tahun-tahun  sebelumnya mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Program ini sudah menunjukan bahwa bantuan dari pemerintah mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat 
Desa Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan: 
Gini mas saya jelaskan, tingkat kesejahteraan bagi masyarakat desa jebed 
utara dari tahun sebelumnya itu belum bisa dikatakan sejahtera, dilihat 
dari perekonomiannya, namun sekarang dengan adanya BPNT 
masyarakat sedikit terbantu, meskipun belum sepenuhnya dan belum 
merata, tapi ini sudah difikirkan oleh pemerintah pusat , pemerintah 
daerah dan pemerintah desa, untuk meminimalisir kesalahan pada proses 
pembagian mas, alhamdulillah program pemerintah sudah membantu 
untuk peningkatan percepatan kesejahteraan tersebut sedikit demi sedikit. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaPeningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari 
program-program pemerintah, salah satunya program bantuan pangan non 
tunai,adanya program ini sangat membantu dalam mendorong percepatan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tingkat kesejahteraan bagi 
masyarakat desa jebed utara dari tahun sebelumnya itu belum bisa 
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dikatakan sejahtera, dilihat dari perekonomiannya, namun sekarang dengan 
adanya BPNT masyarakat sedikit terbantu, meskipun belum sepenuhnya 
dan belum merata, tapi ini sudah difikirkan oleh pemerintah pusat , 
pemerintah daerah dan pemerintah desa. 
b).Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga 
1). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakahdengan 
adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat membantu pengeluaran 
rumah tangga? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja mas, karena dengan adanya program tersebut bisa mengurangi 
pengeluaran rumah tangga, karena kan sekarang modelnya uang tunai 
mas sebesar 110ribu, tentu bisa sedikit membantu lah. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Saya katakan jelas membantu mas, pengeluaran rumah tangga sedikit irit 
bisa dikatakan seperti itu, karena dengan bantuan tersebut masyarakat 
yang mendapatkan bisa dibelanjakan sembako dll.. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Sangat membantu masyakat desa jebed utara, sebab bantuan tersebut 
sudah berupa uang tunai mas, yang nantinya bisa digunakan masyarakat 
desa. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa pengeluaran rumah tangga sedikit irit bisa dikatakan seperti itu, 
karena dengan bantuan tersebut masyarakat yang mendapatkan bisa 
dibelanjakan sembako dll. 
2).  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah program 
bantuan mempunyai manfaat untuk meringankan pengeluaran rumah 
tangga? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja mas, karena dengan adanya program tersebut bisa mengurangi 
pengeluaran rumah tangga, karena kan sekarang modelnya uang tunai 
mas sebesar 110ribu, tentu bisa sedikit membantu lah. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Saya katakan jelas membantu mas, pengeluaran rumah tangga sedikit irit 
bisa dikatakan seperti itu, karena dengan bantuan tersebut masyarakat 
yang mendapatkan bisa dibelanjakan sembako dll.. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Sangat membantu masyakat desa jebed utara, sebab bantuan tersebut 
sudah berupa uang tunai mas, yang nantinya bisa digunakan masyarakat 
desa. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwadengan adanya program tersebut bisa mengurangi pengeluaran 
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rumah tangga,sebab bantuan tersebut sudah berupa uang tunai mas, yang 
nantinya bisa digunakan masyarakat desa. 
3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah proporsi 
Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah sesuai dengan kebutuhan 
keluarga penerima manfaat? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Tentu saja mas, karena dengan adanya program bantuan tersebut 
kebutuhan masyarakat sedikit terpenuhi, walaupun belum semuanya. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Saya katakan jelas membantu mas, pengeluaran rumah tangga sedikit irit 
bisa dikatakan seperti itu, karena dengan bantuan tersebut masyarakat 
yang mendapatkan bisa dibelanjakan sembako itu bisa sedikit membantu 
kebutuhan keluarga penerima manfaat. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Sangat membantu masyakat desa jebed utara, sebab bantuan tersebut 
sudah berupa uang tunai mas, yang nantinya bisa digunakan masyarakat 
desa. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa program bantuan pangan tersebut karena dengan bantuan tersebut 
masyarakat yang mendapatkan bisa dibelanjakan sembako itu bisa sedikit 
membantu kebutuhan keluarga penerima manfaat. 
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 Berdasarkan3 jawaban diatas mengenai unit analisis peningkatan 
produktivitas masyarakat bahwa dengan adanya program tersebut bisa 
mengurangi pengeluaran rumah tangga, karena kan sekarang modelnya 
uang tunai mas sebesar 110ribu, tentu bisa sedikit membantu dan program 
bantuan pangan tersebut karena dengan bantuan tersebut masyarakat yang 
mendapatkan bisa dibelanjakan sembako itu bisa sedikit membantu 
kebutuhan keluarga penerima manfaat 
 
c). PerolehanTingkat pendidikan yang lebih tinggi 
1). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
tingkat pendidikan penerima Bantuan pangan Non tunai? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Yang layak mendapatkan bantuan pangan tersebut ialah orang kurang 
mampu/  masih mempunyai anak yang masih bersekolah di jenjang Sd. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Sudah ada kriteria orang / masyarakat yang berhak menerima bantuan 
ialah orang yang kehidupannya kurang mampu atau tidak memiliki 
penghasilan tetap, dan mempunyai anak yang masih bersekolah. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
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Tentunya ya masyarakat yang berpendidikan rendah, seperti sd bahkan 
putus sekolah, nah masyarakat seperti itu yang layak kita bantu/ 
mendapatkan bantuan. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat yang memiliki anak  berpendidikan rendah / 
berpenghasilan tidak tetap yang layak mendapatkan bantuan pangan non 
tunai  tersebut, dan orang / masyarakat tersebut belum memiliki kehidupan 
yang layak untuk kehidupan sehari-hari. 
    2). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah penerima 
bantuan pangan non tunai berpendidikan rendah ? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Program ini di tujukan untuk masyarakat kurang mampu, kriteria 
masyarakat kurang mampu yakni, tidak berpenghasilan tetap, sehingga 
tidak sanggup membiayai anak-anak bersekolah, salahsatunya seperti itu 
mas.  
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Ya jelas mas, masyarakat yang mendapatkan bantuan program pangan di 
sini rata-rata berada di garis kemiskinan, sehingga dapat dapat 
menyekolahkan anaknya, bahkan sampai ada yang putus sekolah. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
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Tentunya ya masyarakat yang berpendidikan rendah, seperti sd tidak tamat 
karena faktor penyebab utamanya ya perekonomian yang tidak stabil. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan program pangan di sini rata-
rata berada di garis kemiskinan, sehingga dapat dapat menyekolahkan 
anaknya, bahkan sampai ada yang putus sekolah, dan masyarakat yang 
memiliki anak berpendidikan rendah / berpenghasilan tidak tetap yang 
layak mendapatkan bantuan pangan non tunai  tersebut, dan orang / 
masyarakat tersebut belum memiliki kehidupan yang layak untuk 
kehidupan sehari-hari. 
    3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimanakah 
tanggapan masyarakat terkait dengan warga yang memiliki pendidikan 
tinggi, namun mendapatkan bantuan tersebut? 
 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Saya selaku tokoh masyarakat merasa sedih apabila orang yang kurang 
mampu tidak mendapatkan bantuan, akan tetapi orang yang mampu 
malah mendapatkannya, ini seperti bentuk ketidak adilan/ kurang 
efektifnya pada proses pendataan nama nama masyarakat yang 
mendapatkan bantuan. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Pastinya ya kecewa mas, karena mereka masayarakat kurang mampu ko 
tidak mendapatkan bantuan, malah orang yang memiliki penghasilan tetap 
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malah mendapatkan, tentunya ini mendapat respon atau kritikan dari 
masyarakat kurang mampu agar pada proses pendataan data yang 
digunakan lebih akurat. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Respon dari masyarakat ya apalagi kalau tidak protes, sebab mereka 
merasa ketidakadilan pada proses pembagian program tersebut, oleh 
karena itu mereka meminta agar petugas lebih efektif lagi dalam 
mensurvey. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat merasa kecewa karena mereka yang kurang mampu 
tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,oleh karena itu mereka 
meminta agar petugas lebih efektif lagi dalam mensurvey agar tidak salah 
sasaran didalam proses pembagian bantuan pangan non tunai. 
d).Peningkatan Pendapatan Masyarakat 
1). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
gambaran sosial kesejahteraan masyarakat penerima bantuan pangan non 
tunai? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Gambarannya ya orang yang tidak memiliki penghasilan tetap,kriteria 
masyarakat kurang mampu yakni, tidak berpenghasilan tetap, sehingga 
tidak sanggup membiayai anak-anak bersekolah, dan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
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 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 masyarakat yang mendapatkan bantuan program pangan di sini rata-rata 
berada di garis kemiskinan, sehingga dapat dapat menyekolahkan 
anaknya, bahkan sampai ada yang putus sekolah. Untuk memenuhi 
kebutuhan sehari hari mereka bekerja serabutan mas. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Gambaran sosial masyarakat yang berhak menerima bantuan ialah orang 
yang kehidupannya kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap, 
dan mempunyai anak yang masih bersekolah. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa gambaran sosial masyarakat yang mendapatkan bantuan ialah 
masyarakat yang kurang mampu dari segi materi untuk memenuhi 
kebutuhan pangan sehari hari,  
2). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kriteria 
pendapatan masyarakat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut? 
  Menurut Bapak Muhammad Rodin ( selaku kepala desa 
Kedungbanjar ) pada tanggal 4 juni 2019 mengatakan: 
 Jelas sangat mempengaruhi mas, karena kan sasaran dari program 
bantuan pangan non tunai itu kan masyarakat kurang mampu, dan tidak 
memiliki penghasilan tetap. 
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 Adapun jawaban Bapak Casmuri, S.H (selaku kepala desa Jebed 
Selatan) pada tanggal 6 Juni 2019 mengatakan: 
 Pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan program 
karena yang menjadi tujuan utama pemerintah itu ya mensejahterakan 
masyarakat, dengan bantuan-bantuan tersebut yang ditujukan untuk 
masyarakat yang berada di garis ekonomi yang rendah. 
  Selanjutnya jawaban Ibu Astuti (selaku kepala desa Jebed Utara) 
pada tanggal 11 Juni 2019 mengatakan: 
 Kriteria pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi mas, justru ini 
yang menjadi sasaran utama pemerintah untuk mensejahterakan 
masyarakat mas, jadi ya menurut saya pendapatan dari masyarakat 
sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan program bantuan pangan 
non tunai.. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa kriteria pendapatan masyarakat sangat berpengaruh pada proses 
pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut,karena yang 
menjadi tujuan utama pemerintah itu ya mensejahterakan masyarakat, 
dengan bantuan-bantuan tersebut yang ditujukan untuk masyarakat yang 
berada di garis ekonomi yang rendah. 
3). Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
masyarakat yang menerima bantuan ialah masyarakat yang memiliki 
pendapatan rendah? 
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 Menurut Bapak sahroni (selaku tokoh masyarakat desa 
Kedungabanjar) pada tanggal 4 Juni 2019 mengatakan: 
Tentunya mas, karena yang diutamakan pemerintah ialah masyarakat 
yang kurang mampu/ berpendapatan rendah, itu yang menjadi sasaran 
utama pemerintah guna untuk meningkat kesejahteraan masyarakat desa 
kedungbanjar, kurang lebihnya seperti itu mas. 
Kemudian menurut Bapak Sorikhi (Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed selatan) pada tanggal 6 juni 2019 mengatakan: 
Jelas itu mas, karena masyarakat yang berpendapatan rendah tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pemerintah memberikan 
bantuan kepada masyarakat kurang mampu guna untuk memenuhi 
kebutuhan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari adanya 
program pemerintah. 
Selanjutnya menurut Bapak Mukhlis(Selaku tokoh masyarakat Desa 
Jebed utara) pada tanggal 11 juni 2019 mengatakan : 
Kalau menurut saya si tepat mas, yang menerima bantuan dari pemerintah 
ya masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendidikan rendah, 
masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, ya masyarakat 
seperti itu yang layak mendapatkan bantuan mas. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat yang kurang mampu dan kurang mendapatkan 
kehidupan layaklah yang seharusnya mendapatkan bantuan dari 
pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus lebih mengedepankan 
kehidupan masyarakat kurang mampu, agar dapat mendapatkan kehidupan 
yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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  Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis peningkatan 
pendapatan masyarakat, peneliti simpulkan bahwa kriteria masyarakat 
kurang mampu yakni, tidak berpenghasilan tetap, sehingga tidak sanggup 
membiayai anak-anak bersekolah, dan memenuhi kebutuhan sehari-
hari.Dan masyarakat yang berhak menerima bantuan ialah orang yang 
kehidupannya kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap, dan 
mempunyai anak yang masih bersekolah. 
 Berdasarkan 4 kesimpulan diatas, dapat disimpulkan lagi bahwa 
untuk unit analisis pertama peningkatan produktifitas masyarakat, hal ini 
bisa dilihat pada masyarakat desa yang menerima bantuan tersebut, 
bantuan pangan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat, 
pastinya dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian desa. 
Selanjutnya untuk unit analisis ke dua yaitu proporsi pengeluaran rumah 
tangga, dengan adanya program bantuan pangan non tunai yang berupa 
uang sebesar 110 ribu, Selanjutnya unit analisis ke tiga yaitu perolehan 
pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat yang memiliki anak  
berpendidikan rendah / berpenghasilan tidak tetap yang layak 
mendapatkan bantuan pangan non tunai  tersebut. Selanjutnya unit analisis 
ke empat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kriteria pendapatan 
masyarakat sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan program bantuan 
pangan non tunai tersebut,karena yang menjadi tujuan utama pemerintah 
adalah mensejahterakan masyarakat, dengan bantuan-bantuan tersebut 
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yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di garis ekonomi yang 
rendah agar mendapatkan kehidupan yang layak. 
V.2. Pembahasan atas Hasil Penelitian 
Berdasarkanhasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
implementasi perpres no.63 tentang bantuan pangan non tunai dengan unit analisis 
1) Komunikasi, kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh petugas sudah baik 
dalam penyampaian informasi, para petugas memberikan solusi terkait 
kesalahpahaman dalam proses pembagian bantuan pangan secara non tunai. 
Selanjutnya mengenai unit analisis 2) sumberdaya, dalam proses pembagian 
bantuan pangan non tunai, para petugas sangat kewalahan menghadapi 
masyarakat yang membludak, namun dengan kontri busi petugas dan para 
aparatur pemerintah desa, proses tersebut mampu berjalan dengan baik sesuai 
harapan kita. Selanjutnya unit analisis  3) yaitu disposisi/sikap, sikap masyarakat 
yang menerima bantuan sangat merasa senang, dari beberapa masyarakat 
berpendapat kalau mereka merasa di perhatikan oleh pemerintah, karena program 
ini sangat membantu perekonomian mereka.Dan sikap petugas dalam pelaksanaan 
progra bantuan pangan non tunai sudah baik sesuai dengan aturan atau undang 
undang yang berlaku, hal itu di tunjukkan ketika proses pembagian tersebut 
dilaksanakan. Selanjutnya unit analisis 4) yaitu struktur birokrasi, penentuan 
masyarakat penerima bantuan pangan non tunai adalah masyarakat yang sudah 
terdaftar dalam data di dinas sosial, apabila ada kesalahan dalam pendataan, pihak 
desa hanya menyampaikan ke dinas sosial dan selaku pemerintah desa turut 
membantu dalam proses implementasi bantuan tersebut agar dapat dilakukan 
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secara tepat, masyarakat berharap agar implementasi bantuan pangan dilakukan 
sesuai dengan prosedur. 
Selanjutnya untuk unit analisis program bantuan pangan non tunai 
meliputi 1) ketepatan sasaran, bahwa kesalahan pastinya terjadi, tapi kesalahan 
tersebut tidak mutlak dari pemerintah desa ini kesalahan dari petugas yang kurang 
mengupdate data terbaru dari penerima bantuan pangan non tunai tersebut, karena 
data nama penerima bantuan itu dari dinas sosial, tetapi dari pihak pemerintah 
desa sudah mengupayakan pelayanan yang terbaik, Selanjutnya unit analisis 2) 
yaitu memenuhi kebutuhan pangan, adanya program dari pemerintah, sedikit 
membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, masyarakat merasa 
terbantu ketika program bantuan tersebut sesuai dengan penerima bantuankarena 
bantuan pangan non tunai tidak hanya beras melainkan uang tunai sejumlah 110 
ribu yang di gunakan untuk membeli bahan makanan yang sehat dan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya unit analisis 3) mengurangi beban 
KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ) bantuan tersebut yang berupa uang tunai 
yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain, sehingga mampu 
mengurangi beban masyarakat kurang mampu, program dari pemerintah tersebut, 
sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan 
perhatian dari pemerintah agar terlaksananya masyarakat yang sejahtera. Dengan 
adanya ketepatan sasaran program bantuan pangan non tunai diharapkan mampu 
meringankan beban masyarakat miskin. 
Selanjutnya untuk unit analisis 1)  peningkatan produktifitas masyarakat, 
hal ini bisa dilihat pada masyarakat desa yang menerima bantuan tersebut, 
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bantuan pangan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat, 
pastinya dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian desa. Selanjutnya 
untuk unit analisis 2) yaitu proporsi pengeluaran rumah tangga, dengan adanya 
program bantuan pangan non tunai yang berupa uang sebesar 110 ribu, 
Selanjutnya unit analisis 3) yaitu perolehan pendidikan yang lebih tinggi, 
masyarakat yang memiliki anak  berpendidikan rendah / berpenghasilan tidak 
tetap yang layak mendapatkan bantuan pangan non tunai  tersebut. Selanjutnya 
unit analisis 4) yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kriteria pendapatan 
masyarakat sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan program bantuan pangan 
non tunai tersebut,karena yang menjadi tujuan utama pemerintah adalah 
mensejahterakan masyarakat, dengan bantuan-bantuan tersebut yang ditujukan 
untuk masyarakat yang berada di garis ekonomi yang rendah 
Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian sebagaimana 
yang dikemukakan oleh George Edwars III (1980) yang menyampaikan bahwa 
aspek implementasi bisa dicermati dari 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) 
disposisi/ sikap, 4) struktur birokrasi dalam prakteknya ternyata telah di 
implementasikan oleh petugas bantuan pangan non tunai desa Kedungbanjar, desa 
Jebed Selatan,  desa Jebed Utara dan berjalan dengan baik, walaupun masih 
terdapat beberapa kendala baik pada komunikasi maupun kesalahan pada 
implementasinya.  
Mengacu pada temuan penelitian, kendala-kendala di temui dilapangan 
yaitu komunikasi kepada masyarakat, hambatan datang dari masyarakat yang 
sudah lansia maupun masyarakat yang tidak hadir pada saat sosialisasi program 
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bantuan pangan secara non tunai. Selanjutnya ada pada program bantuan pangan 
non tunai yaitu ketepatan sasaran dimana ada permaslahan pada data yang 
digunakan petugas ialah data penerima bantuan pangan yang masih lama atau 
belum di perbarui sehingga hal tersebut menyebabkan pernasalahan pada proses 
implementasi bantuan pangan non tunai. 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusi terkait 
komunikasi kepada masyarakat agar mudah dipahami yaitu petugas bantuan 
pangan non tunai memberikan sosialisasi atau mendatangi rumah para lansia agar 
informasi tersebut dapat diterima baik oleh penerima bantuan khususnya warga 
masyarakat yang sudah lanjut usia. Selanjutnya solusi terkait ketepatan sasaran 
yaitu sebelum petugas melakukan pembagian bantuan pangan non tunai, 
seharusnya dilakukan survey dahulu dan melakukan pendataan terkait masyarakat 
atau keluarga penerima manfaat untuk meminimalisir kesalahan pada proses 
pembagian bantuan tersebut. Kemudian solusi terakhir yaitu panitia melakukan 
pengecekkan ulang terkait nama penerima bantuan pangan nontunai, apakah 
penerima tersebut sudah layak atau belum. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
VI.1. KESIMPULAN 
          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 
perpres no.63 tahun 2017 tentang bantuan pangan secara non tunai untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan taman tahun 2018 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi  bantuan pangan secara non tunai diukur dengan unit analisis 
komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, struktur birokrasi. 4 dari unit 
analisis tersebut, 3 diantaranya yaitu sumberdaya, disposisi/ sikap, struktur 
birokrasi sudah berjalan dengan baik dan lancar, artinya implementasi 
bantuan pangan non tunai sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di 
lapangan serta telah sesuai dengan syarakat dan peraturan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, dan 1 unit analisis yaitu komunikasi berjalan 
kurang baik, kemudian petugas telah bekerja secara bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya program bantuan 
pangan non tunai diukur dengan unit analisis ketepatan sasaran,memenuhi 
kebutuhan pangan, dan mengurangi beban KPM ( Keluarga Penerima 
Manfaat) dari 3 indikator tersebut, 2 diantaranya memenuhi kebutuhan 
pangan dan mengurangi beban KPM sudah berjalan dengan baik dan 
lancar, artinya dalam proses pelaksanaan program tersebut bekerja sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh petugas bantuan, sedangkan 1 indikator 
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yaitu ketepatan sasaran berjalan kurang baik. Kemudian yang terakhir 
kesejahteraan masyarakat sudah dapat terealisasikan artinya dari program 
bantuan pangan secara non tunai sudah membantu mengurangi beban 
masyarakat miskin dan membantu perekonomian masyarakat kurang 
mampu.  
2. Faktor pendukung dalam proses pembagian bantuan pangan non tunai, 
para petugas sangat kewalahan menghadapi masyarakat yang membludak, 
namun dengan kontri busi petugas dan para aparatur pemerintah desa, 
proses tersebut mampu berjalan dengan baik sesuai harapan kita, dan 
mampu terlaksana dengan baik. 
3. Faktor penghambat serta solusi dari implementasi perpres no.63 tahun 
2017 tentang bantuan pangan secara non tunai untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan taman kabupaten pemalang 
yaitu ada pada 1 unit analisis komunikasi yang berjalan kurang baik, 
hambatan ada pada mayarakat yang kurang memahami prosedur 
penerimaan bantuan pangan non tunai. Selanjutnya program bantuan 
pangan non tunai yaitu ketepatan sasaran berjalan dengan kurang baik, 
artinya masih ada kesalahan pada proses implementasi  yang kurang tepat 
sasaran dari program bantuan pangan non tunai tersebut. Adapun solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu petugas harus memberikan 
sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang memahami, hal ini sangat 
diperlukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi 
pada proses pembagian bantuan pangan non tunai, petugas dapat 
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melakukannya dengan mengecek ulang data penerima bantuan pangan non 
tunai dan melakukan survey terlebih dahulu untuk meminimalisir 
kesalahan pada ketepatan sasaran, proses tersebut sangat penting 
dilakukan sebelum melakukan pembagian bantuan pangan non tunai, 
karena sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ketidaktepatan 
sasaran tersebut, dengan adanya solusi tersebut diharapkan program 
bantuan pangan non tunai mampu berjalan dengan  baik dan sesuai dengan 
penerimanya atau tepat sasaran. 
 VI.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan 
rekomendasi (saran) sebagai berikut :  
1. Implementasi perpres no.63 tahun 2017 tentang bantuan pangan secara 
non tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikecamatan 
taman kabupaten pemalang tahun 2018 khususnya di desa jebed selatan,  
desa jebed utara dan desa kedungbanjar secara umum mampu berjalan 
dengan baik, namun dari sisi lain banyak masyarakat yang protes karena 
mereka merasa tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, 
hal seperti ini agar lebih di perhatikan lagi guna untuk meminimalisir 
kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan. 
2.  Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk lebih memperhatikan 
masyarakat kurang mampu, supaya masyarakat tersebut bisa mendapatkan 
kehidupan yang layak dan mampu menjalani kehidupannya lebih baik lagi. 
3. Untuk ketepatan sasaran, agar pemerintah mengupayakan kinerja yang 
baik yaitu dengan cara mengecek data dan melakukan survey lapangan 
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terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembagian bantuan pangan non 
tunai agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. 
4. Dengan kemudahan-kemudahan yang diperlihatkan dalam proses 
implementasi bantuan pangan non tunai di kecamatan taman, diharapkan 
proses implementasi tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya 
kendala-kendala yang serius. 
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